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ABSTRAK 

 
 Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Proses Memberikan Anak 
Dikalangan Keluarga Tidak Mampu Di Desa Sayutan Kecamatan Parang 
Magetan” merupakan penelitian yang dilakukan di desa "Sayutan Kecamatan 
Parang Magetan". Adapun yang menjadi tujuan dari pada penelitian untuk 
menjawab tentang; 1) Bagaimana proses memberikan anak dikalangan keluarga 
tidak mampu di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetaan, 2) Bagaimana 
analisis yuridis terhadap proses memberikan anak dikalangan keluarga tidak 
mampu di desa Sayutan Magetan. 

 Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan 
penelitian lapangan (Fieled Research) dengan menggunakan teknik wawancara, 
dan dokumentasi  sebagai cara (metode) untuk pengumpulan data. Kemudian data 
yang telah terkumpul akan dianalisis melalui metode deskriptif dengan pola pikir 
induktif. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa; 1) proses 
memberikan anak di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan telah menjadi 
proses dari sistem hukum kekeluargaan yang dimana permasalahan ini mengenai 
memberikan anak dari kalangan keluarga tidak mampu kepada orang lain. 2) 
Dalam praktik memberikan anak di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan 
merupakan proses yang dilakukan oleh orang tua kandung untuk menjamin bahwa 
hak-hak anak terpenuhi. Sebab setelah anak itu diserahkan kepada orang lain yang 
dalam hal orang tua kandung menganggap mampu secara sosial dan ekonomi 
sehingga kedepannya anak mendapatkan kehidupan yang lebih layak namun 
dalam proses itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu pada Pasal 14 
ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 171 
KHI karena dalam proses tersebut tidak ada aturan hukum yang sah yang 
menunjukan pemisahan untuk kepentingan anak dan anak tidak mengetahui 
bahwa ia memiliki orang tua kandung sesuai dengan Pasal 98-106 poin 2 dan 3 
yaitu, hak anak untuk mengetahui nasabnya sendiri dan hak anak untuk 
mendapatkan penyusuan. 

 Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran 
bahwa; 1) proses yang dilakukan oleh masyarakat di desa Sayutan Kecamatan 
Parang Magetan maka perlunya kerjasama antara perangkat pemerintahan desa 
dengan masyarakat. 2) perlu adanya upaya dari perangkat pemerintahan desa 
untuk lebih memperhatikan keadaan dan kondisi masyarakat yang terjadi saat ini, 
dan lebih giat dalam mensosialisasikan progam keluarga berencana (KB) agar 
orang tua lebih menyadari kewajibannya dan bertanggung jawab kepada anak dan 
hak-hak anak untuk mengurangi dan menghilangkan proses berupa penelantaran 
hak anak dengan harapan dapat meminimalisir dan menghilangkan proses tersebut 
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BAB I  

 PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pernikahan atau perkawinan dilihat dari bahasa yaitu “Al-Daamu” 

memiliki arti menggabungkan, menindihi, dan berkumpul. Jika dikiaskan 

perkawinan ini mempunyai arti “Wath’u al-zaujah’ yang memiliki arti 

menidur istri atau “Aqad” yang bermakna melaksanakan perjanjian ikatan1. 

 Meurut Pasal 1 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

mengatakan, bahwa Perkawinan adalah sebuah ikatan suci yang dilakukan 

secara sah lahir begitu juga dengan batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri yang mempunyai tujuan untuk membentuk rumah 

tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia dengan berdasarkan Ketuhanan dan 

peraturan Yang Maha Esa.2 Jika merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum 

Islam (KHI), perkawinan itu ialah sebuah proses pelaksanaan akad yang 

sangat kuat atau miitsaawon gholiidhan demi mentaati perintah Allah yang 

mana melaksanakannya merupakan sebuah  ibadah. Perkawinan memiliki 

suatu tujuan untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan rohmah.3 

 Orang yang melaksankan pernikahan seharusnya tidak hanya bertujuan 

untuk melampaskan syahwatnya semata namun hendaknya mereka menikah 

karena beberapa tujuan yaitu; 1) melaksanakan anjuran Nabi Muhammad 

SAW. 2) menjaga kemaluannya keduanya (suami dan istri). 3) menundukan 

pandangannya keduanya dari sesuatu yang haram. 4) mempertahankan 

keturunan. Didalam sebuah pernikahan kehadiran anak merupakan momen 

yang sangat ditunggu-tunggu dan paling diharapkan oleh setiap orang yang 

mempunyai ikatan pasangan suami dan istri, karena seorang anak itu   adalah 

merupakan anugerah dan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT. Maka dari 

                                                           
1 Abd.Shomad, Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2010), 272-275 
2 “UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” 
3 “Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 7” 
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itu orang tua memiliki kewjiban menjaga, melindngi, memelihara dan 

menyayangi anak dengan sepenuh hati untuk demi terciptanya hak-hak anak.4 

“Pasal 1 ayat (12) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak 

menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang 

wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 

negara, pemerintah, dan pemerintahan daerah.”5 

 Dalam proses perkembangan seorang anak wadah pertama dan yang 

paling utama ialah keluarga, karena perkembangan dan sifat seorang anak itu 

akan dilihat dari didikan dan cara orang tua mendidiknya. Maka dalam 

perkembanganya tidak lepas dari penjagaan, pengasuhan, dan didikan orang 

tuanya baik itu didikan secara fisik ataupun psikis menurut cara-cara tertentu 

yang  banyaki dpengaruhi dan dilatar belakangi oleh budaya disekitarnya dan 

latar belakang orang tua.Tetapi sampai hari ini masih terdapat adat dan budaya 

di dalam masyarakat yang kurang berpihak bagi anak. Misalnya dalam praktik 

pengasuhan anak yang “berlindung”  atas nama kebiasaan atau adat budaya.6 

Selain faktor yang merugikan anak dengan menggunakan atas nama kebiasaan 

atau adat-budaya adalah ketika orang tua kandung merasa tidak mampu untuk 

menghidupi, menjamin tumbuh kembang dan kehidupan anaknya dikarenakan 

faktor sosila ekonomi dan kemisikinan. 

 Pemberian anak di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan merupakan 

suatu bagian dari sistem hukum kekeluargaan yang mana permasalahan ini 

mengenai suatu kebiasaan keluarga tidak mampu yang memerikan anaknya 

kepada orang lain. Orang lain dimaksud adalah orang yang tidak memiliki 

hubungan darah namun diangap mampu untuk bisa menghidupi, menjamin 

tumbuh kembang dan kehidupan anak sehingga hak-hak anak dapat 

terjamin.Didalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak 

menjelaskan sepenuhnya tentang pengasuhan anak yang tertuju untuk 

perorangan ataupun secara perkelompok, inilah yang menjadi sebab latar 

belakang penulis mengangkat tentang permasalah  ini. Memberikan anak yang 
                                                           
4 Tatik Mukhoyyaroh, Psikologi Keluarga (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 26. 
5 “Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”. 
6 Bagong Suryanto, Masalah Sosial Anak Edisi Revisi, 31. 
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dilakukan oleh orang tua kandung kepada orang lain ini hanya melaluo 

kesepakatan dan perjanjian secara lisan tanpa adanya penyelesaian pengadilan 

manupun isntansi sosial yang mengakibatkan kehidupan anak yang diberikan 

kepada orang lain belum tentu terjamin. Apabila memberikan anak hanya 

karna tidak mampu menjamin kehidupan tumbuh kembang anak, karna rasa 

percaya kepada orang lain, dna berdasarkan kesepaktan kedua belah pihak 

melalui ucapan namun tidak ada kesepakatan tertulis maka pengasuhan anak 

tersebut tidak memiliki kejelasan dan tidak memiliki titik terang. Maka, 

penulis merasa perlu adanya penyelesaian dalam kebiasaan memberikan anak 

oleh orang tua kandung yang tidak mampu kepada orang lain. Serta patut 

diketahui setiap permasalahan pasti ada suatu cara penyelesaiannya. Sesuai 

dengan kasus yang akan dibahas dalam judul skripsi ini “Analisis Yuridis 

Terhadap Proses Memberikan Anak Dikalangan Keluarga Tidak Mampu Di 

Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan”. 

B. Identifikasi Masalah 

 Meliahat uraian yang telah dipaparkan oleh penulis pada latar belakang 

diatas, maka identifikasi yang dapat dikumpul dalam penelitian ini adalah:  

1. Hak-hak seorang anak menurut “UU No.35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak” dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)” 

2. Hak-hak seorang anak untuk mendapatkan pengaasuhan oleh orang tuanya 

sendiri kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah 

menunjukkan bahwa pemisahan tersebut dilakukan untuk kebaikan anak. 

3. Hak anak untuk memperoleh perlindungan hukum melalui syarat dan tata 

cara menjadi wali dari anak yang bersangkutan 

4. Proses memberikan anak di desa sayutan Kecamatan Parang Magetan 

5. Proses menerima pemberian anak dan pengasuhannya di desa Sayutan 

Kecamatan Parang 
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C. Pembatasan Masalah 

 Agar pembahasan penulis bisa terfokus kepada tujuan dan tidak lari dari 

bahasan terkait “analisis yuridis terhadap proses memberikan anak dikalangan 

keluarga tidak mampu di desa sayutan kecamatan parang magetan” maka 

disini penulis akan membatasi pembahasan dengan hal-hal berikut: 

1. Deskripsi proses memberikan anak dikalangan keluarga tidak mampu di 

desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan 

2. Analisis Yuridis terhadap proses memberikan anak dikalangan keluarga 

tidak mampu di desa Sayutan Magetan 

D. Rumusan Masalah 

 Adapun yang menjadi rumusan masalah yang akan diangkat dan dibahas 

oleh penulis dalam pembahasan ini yaitu :  

1. Bagaimana proses memberikan anak dikalangan keluarga tidak mampu di 

desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan? 

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap proses memberikan anak dikalangan 

keluarga tidak mampu di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan? 

E. Kajian Pustaka 

 Penulis akan memaparkan beberapa kajian terdahulu yang membahas 

seputar pemberian anak yang berkaitan dengan judul yang akan penulis teliti, 

“Analisis yuridis terhadap proses memberikan anak dikalangan keluarga tidak 

mampu di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan”. supaya hasil penelitian 

dari penulis ini benar-benar dianggap sebagai karya sendiri bukan duplikasi 

ataupun plagiarisme. 

Beberapa penelitian terdahulu adalah: 

1. Skrispi dari Milah Hanifah “Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum 

UINSA” dengan NIM C01215019 pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis 

Maqasid Al-Shari’ah dan “UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak Terhadap Peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan 
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Khusus Surabaya Dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak”.7Dalam skripsi ini 

yang menjadi peran  sebuah lembaga lembaga yayasan peduli kasih 

terhadap anak berkebutuhan khusus Surabaya telah sukses dan berhasil 

dalam mewujudkan hak-hak yang berkebutuhan khusus ditinjau dari “UU 

No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu berupa: hak anak 

untuk hidup, bertumbuh, bekembang, memperoleh pendidikan, berpikir, 

bermain, berekspresi, berpartisipasi dengan wajar dan sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan serta hak mendapat perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi”. Selain dianalisis dari UU juga dianalisis dengan 

menggunakan analisis Maqasid al-shari’ah, yang mana yayasan tersebut 

telahsukses dan berhasil untuk memelihara akal anak berkebutuhan khsuus 

dalam tingkatan hajiyat dan tahsiniyat. Persamaan skripsi beliau dengan 

skripsi yang akan diangkat oleh peneliti adalah membahas tentang hak-hak 

anak. Adapun perbedaan skripsi ini adalah, skripsi hanya berfokus kepada 

hak anak yang memiliki kebutuhan khusus, sedangkan  pokus skripsi yang 

akan diangkat berfokus pada proses keluarga tidak mampu memberikan 

anak kepada orang lain yang dianggap mampu memenuhi kehidupan dan 

tumbuh kembang anak. 

2. Skripsi dari M Putra Pratama “Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan” dengan NIM 

07021181419024 pada tahun 2018 dengan judul “Pola pengasuhan anak 

pada keluarga miskin di desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten 

Banyuasin”.8 Dalam skripsi ini pola pengasuhan anak berbeda-beda, hal ini 

terjadi karena latar belakang beberapa orang tua itu sendiri berbeda-beda 

yang meliputi latar belakang sosial maupun ekonomi. Perbedaan latar 

belakang orang tua akan mempengaruhi pada metode, cara dan tugas orang 

tua dalam memelihara dan mengasuh anak dan membentuk prilaku anak 

                                                           
7 Millah Hanifah, Analisis Maqasid Al-Shari’ah dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak Terhadap Peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus 
Surabya Dalam Mewujudkan Hak-hak anak (Skripsi-UINSA, 2019) 
8 M Putra Pratama, Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga Miskin di Desa Rambutan Kecamatan 
Rambutan Kabupaten Banyuasin (Skripsi Universitas Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan, 
2018) 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 
 

 
 

yang ditampilkan dengan perbedaan pola asuh. Persamaan skripsi ini 

dengan skripsi yang akan diangkat adalah sama-sama akan membahas 

kewajiban orang tua tidak mampu dalam memenuhi hak-hak anaknya. 

Sedangkan skripsi yang akan diangkat ini membahas tentang orang tua 

yang tidak mampu dan memilih untuk memberikan anaknya kepada orang 

lain yang dianggap mampu secara sosial dan ekonomi. 

3. Skripsi dari Robi Khirmansyah “Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas 

Bangka Belitung” dengan NIM 401.13.11.097 pada tahun 2018 dengan 

judul “Pelimpahan hak asuh anak dibawah umur kepada pihak ketiga selain 

keluarga akibat perceraian berdasarkam UU No. 35 Tahun 2014 perubahan 

atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.9 Dalam skripsi 

ini pelimpahan hak asuh seorang anak kepada orang lain yang tidak ada 

ikatan keluarga antara pemberi hak asuh dengan orang menerima hak asuh 

tersebut hanya menggunakan kesepakatan dan perjanjian dan tidak adanya 

penyelesaian melalui pengadilan dan instansi sosial yang membuat anak 

tidak mendapat kedudukan hukum, sehingga status anak tidak tercatat 

dipengadilan dan instansi manapun. Yang menjadi persamaan skripsi beliau 

dengan skripsi yang akan penulis coba angkat adalah membahas tentang 

pelimpahan hak asuh anak yang diberikan orang tua kepada orang lain yang 

tidak ada garis keluarga karena orang tua tidak dapat menjamin tumbuh 

kembang anak. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan diangkat 

adalah skripsi ini membahas tentang pelimpahan hak asuh anak akibat 

perceraian sedangkan skripsi yang akan diangkat tentang semua anak yang 

dilahirkan dari keluarga tidak mampu yang hak pengasuhan dan fisiknya 

diberikan kepada orang lain yang dianggap mampu. 

4. Skripsi dari Afriyansa “Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup” dengan NIM 15621003 pada 

tahun 2019 dengan judul “Pelimpahan pengasuhan anak dalam padangan 

                                                           
9 Robi Khirmansyah, Pelimpahan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Pihak Ketiga Selain 
Keluarga Akibat Perceraian Berdasrkan UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Skripsi Universitas Bangka Belitung, 2018) 
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hukum islam”.10 Dalam skripsi ini pandangan hukum islam jika 

pengasuhan anak dilimpahkan kepada orang lain karena istri ikut mencari 

nafkah untuk keluarga hukumnya boleh dengan syarat jika mendapatkan 

izin dari suami, pekerjaan halal, dan tidak menganggu pekerjaan pokok 

sebagai ibu rumah tangga (mengasuh dan mendidik anak) dengan kata lain 

berkarier dengan setengah waktu (part time) sehingga tidak meninggalkan 

anak dengan orang lain secara sepenuhnya. Persamaan skripsi ini dengan 

skripsi yang akan diangkat adalah membahas tentang memberikan hak asuh 

anak kepada orang lain. Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang 

akan diangkat adalah skripsi ini lebih membahas kepada pelimpahan hak 

asuh  anak kepada orang lain karena sebab istri bekerja untuk membantu 

memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan skripsi yang akan diangkat 

berfokus kepada sebuah proses di masyarakat tidak mampu desa Sayutan 

Kecamatan Parang Magetan yang memberikan anaknya kepada orang lain 

yang dianggap mampu memenuhi segala hak anak tersebut. 

F. Tujuan penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka 

yang menjadi sebuah tujuan yang akan dicapai dalam tulisan ini oleh peneliti, 

diantaranya adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses memberikan anak dikalangan 

keluarga tidak mampu di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan 

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap proses memberikan 

anak dikalangan keluarga tidak mampu di desa Sayutan Kecamatan Parang 

Magetan 

G. Kegunaan Penelitian 

 Dalam Penelitian ini yang akan diteliti oleh penulis memiliki beberapa 

kegunaan yang diharapkan daoat tercapai nantinya, yang mana kegunaan itu 

akan meliputi kegunaan secara teoritis maupun praktis. 

                                                           
10 Afriyansyah, Pelimpahan Pengasuhan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam (Skripsi IAIN 
Curup, 2019) 
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1. Kegunaan Teoritis 

a. Adapun hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat berguna untuk 

mengembangkan sebuah kajian intelektual pada umumnya untuk 

menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga khususnya tentang 

memenuhi hak-hak anak yang mana pengasuhan dan fisiknya diberikan 

kepada orang lain. 

b. Adapun haasil penelitian ini diharapkan dapat berguna menjadi sebuah 

sumber data informasi dan referensi kedepannya bagi beberapa 

peneliti-peneliti selanjutnya untuk dapat dijadikan sebuah bahan 

rujukan 

2. Kegunaan Praktis 

  Hasil penelitia ini sangat diharapkan bisa menjadi pedoman teknik 

dan menambah wawasan keluarga tidak mapu dalam hal memberikan anak 

kepada orang lain dengan diberikannya buku saku yang akan diberikan 

kepada masyarakat desa. 

H. Definis Oprasional 

 Untuk mempokuskan, memperjelas memperkuat arah pembahasan 

masalah yang akan diteliti, maka disini akan dijelaskan istilah-istilah pokok 

yang menjadi pokok bahasan yang terlampir dalam judul penelitian ini. 

1. Analisis Yuridis: dalam tulisan ini hukum yang digunakan adalah 

“Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam”. 

2. Memberikan anak: menyerahkan anak dan pengasuhannnya dari usia 1 

(satu) hari sampai batas waktu yang tidak ditentukan untuk diasuh dan 

diberikan nafkah oleh orang lain tanpa bermaksut melakukan adopsi di desa 

Sayutan Kecamatan Parang Magetan 

3. Keluarga tidak mampu: dalam tulisan ini adalah keluarga yang memiliki 

pekerjaan namun keadaan ekonominya tidak mencukupi dalam menjamin 

kebutuhan tumbuh kembang anak 
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I. Metode Penelitian 

 Adapun dalam penelitian ini penulis akan memakai metode kualitatif yang 

merupakan penelitian lapangan. Metode penelitian adalah  sebuah cara-cara 

ilmiah untuk memperoleh data-data yang valid, dengan tujuan supaya dapat 

ditemukan,  dibuktikan dan dapat dikembangan oleh suatu pengetahuan 

tertentu supaya pada suatu waktu dapat digunakan sebagai dasar untuk 

memahami, memecahkan dan mengantisipasi suatu masalah.11 Metode 

penelitian disini memiliki cskupsn yaitu : 

1. Data yang dikumpulkan 

Data yang akan diperoleh adalah data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk 

memenuhi dan mencapai tujuan dalam  penelitian ini. Adapun data yang 

akan diperoleh dalam penelitian adalah:  

Proses memberikan anak dan pengasuhannya dari orang tua kandung 

dikalangan keluarga tidak mampu di desa sayutan Kecamatan Parang 

Magetan yang berisi tentang 1) gambaran tentang kehidupan desa Sayutan 

Kecamatan Parang Magetan, 2) deskripsi latar belakang dan alasan 

memberikan anak dari keluarga tidak mampu kepada orang lain. 

Pelaksanaan pemberian anak dari keluarga tidak mampu kepada orang lain. 

2. Sumber Data 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan sebuah penelitian 

lapangan, sumber data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini ada tiga yaitu: 

a. Dalam hal ini merupakan keluarga tidak mampu di desa Sayutan 

Kecamatan Parang Magetan, orang lain yang menerima pemberian anak 

dari keluarga tidak mampu sebagai reponden 

b. Perangkat desa Sayutan sebagai informan 

c. Dokumen dalam hal ini adalah pernyataan resmi dari desa bahwa benar 

responden pemberi dan penerima melakukan kebiasaan memberikan 

anak dan pengasuhannya kepada orang lain. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

                                                           
11 Jonaedi Efendi dan Johny, Metode Penelitian Hukum (Depok: Prenadamedia, 2016), 3 
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a. Wawancara 

 Wawancara adalah  sebuah proses interkasi atau komunikasi secara 

langsung antara pewawancara dengan responden dan informan.12 

Wawancara yang mana hal ini dilakukan secara langsung oleh penulis 

terhdap pihak responden yaitu keluarga tidak mampu yang memberikan 

anak dan pengasuhannya dan informan yaitu perangkat desa sayutan 

secara lisan berupa pertanyaan secara kuisoner terhadap kebiasaan 

memberikan anak dikalangan keluarga tidak mampu di desa Sayutan 

Kecamatan Parang Magetan. 

b. Dokumentasi  

 Dalam penelitian ini yang dibutuhkan oleh penulis adalah data 

kependudukan keluarga tidak mampu yang memberikan anak dan 

pengasuhannya kepada orang lain serta data orang lain yang menerima 

anak dan pengasuhannya. 

4. Teknik Pengolahan Data 

  Data yang didapatkan olehseorang  peneliti akan mengadakan 

peolahngolahan melalui tahapan yang sistematis dan secara struktural 

sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan Data 

 Memahami yang namanya pemeriksaan data atau biasa juga 

disebut editing ialah pengamatan apakah data yang sudah terkumpul 

melalui studi pustaka, wawancara, dokumentasi, dan kuisoner yang 

memang sudah dianggap, jelas, lengkap dan tidak berlebi-lebihan, 

relevan, dan tanpaadanya  kesalahan.13 Dalam penelitian ini penulis akan 

mengadakan sebuah proses  pemeriksaan data atau editing terkait proses 

memberikan anak dikalangan keluarga tidak mampu di desa Sayutan 

Kecamatan Parang Magetan dengan data-data yang sudah didapat. 

b. Organizing  

                                                           
12 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 
76 
13 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 
2004), 91. 
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 Organizing adalah pengaturan dan penyusunan data yang sudah 

diperoleh. Selanjutnya, dapat menghasilkan sebuah gambaran yang 

sudah sesuai dengan rumusan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti 

dapat mengekelompokan hasil data yang telah diperoleh dari kebiasaan 

memberikan anak dikalangan keluarga tidak mampu di desa Sayutan 

Kecamatan Parang Magetan. 

c. Analisis  

 Analisis adalah pengolahan data kepada benuk kalaimat yang 

sudah dianggap baik dan benar supaya dengan mudah dapat dipahami 

dibaca dan diberi arti atau diinterpresentasikan.14 Peneliti juga  harus 

bisa menganalisis yuridis proses memberikan anak dikalangan keluarga 

tidak mampu di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan menggunakan 

tata kalimat yang sudah dianggap baik dan benar agar mudah untuk 

dipahami. 

5. Teknik Analisis Data 

  Teknik yang dipakai oleh penulis untuk menganalisis merupakan 

analisis deskriptif melalui penggunaan cara berpikir induktif yaitu dengan 

sebuah cara menerangkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian  

oleh penulis dengan mengadakan perbandingan data atau dengan bahan-

bahan pustaka yang berkaitan tentang proses memberikan anak dikalangan 

keluarga tidak mampu di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan 

kemudian dilakukan penalaran yang secara induktif dimulai dengan 

mengemukakan pernyataan yang memiliki ruang lingkup yang memiliki 

ciri khas atau bersifat khusus dan hanya berbatas pada penyusunan 

argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. 

J. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan ialah sebuah uraian dalam bentuk esai yang 

menggambarkan alur penelitian yang logis dan struktur bahasan skripsi15. 

                                                           
14 Ibid, 105 
15 Tim Penyusun Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSA, Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi 
(Surabaya: UINSA Press, 2017), 10 
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Dibuatnya sebuah sistematika pembahasan memiliki tujuan untuk 

menggambarkan secara singkat untuk menggambarkan bagaimana isi skripsi 

secara singkat dan lengkap yang akan dibahas oleh peneliti dalam pembahasan 

pada bab-bab selanjutnya. Sebuah sistematika pembahasan yang sudah  

disusun oleh peneliti dalam sebuah skripsi ini sebagai berikut: 

 Bab pertama memuat tentang lampiran pendahuluan. Bab ini berisi tulisan 

tentang latar belakang dari sebuah  masalah yang ditelit, identifikasi sebuah 

masalah masalah, pembatasan bahasan sebuah masalah, rumusan masalah, 

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi oprasional, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

 Bab kedua memuat tentang pembahasan anak menurut “UU No. 35 Tahun 

2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan 

Kompilasi Hukum Islam”. Pembahasan bab kedua ini berisi tentang 

terminologi anak, orang tua kandung sebagai pengasuh utama anak, dan 

pemberian anak dan pengasuhannya dari orang tua kandung kepada orang 

lain.  

 Bab ketiga memuat tentang proses memberikan anak dan pengasuhannya 

dari orang tua kandung dikalangan keluarga tidak mampu kepada orang lain di 

desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan. Pembahasan bab ketiga ini berisi 

tentang gambaran kehidupan desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan, 

deskripsi latar belakang dan alasan memberikan anak dikalangan keluarga 

tidak mampu kepada orang lain, dan pelaksanaan pemberian anak dari 

keluarga tidak mampu ke orang lain. 

 Bab keempat berisi tentang analisis yuridis terhadap proses memberikan 

anak dikalangan keluarga tidak mampu di desa Sayutan Kecamtan Parang 

Magetan. Pembahasan bab keempat ini mengenai analisis yuridis terhadap 

proses pelaksanaan memberikan anak dan pengasuhannya dari kalangan 

keluarga tidak mampu kepada orang lain, dan analisis yuridis terhadap proses 

memberikan anak dikalangan keluarga tidak mampu di desa Sayutan 

Kecamatan Parang Magetan. 
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 Bab kelima adalah penutup, bab ini berisi tentang sebuah kesimpulan yang 

didapatkan merupakan hasil dari kajian” UU No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam” terhadap proses 

memberikan anak dikalangan keluarga tidak mampu di desa Sayutan 

Kecamatan Parang Magetan. Setelah kesimpulan, kemudian diisi dengan saran 

dan kemudian penutup.  
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BAB II   

PENGASUHAN ANAK KANDUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 
35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI 

HUKUM ISLAM 
 

A. Terminologi Anak 

1. Pengertian Anak 

  Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

secara etimogi anak diartikan sebagai keturunan yang kedua maupun 

seorang yang masih kecil1. Di Indonesia ini sendiri terdapat beberapa 

pengertian terkait dengan anak, baik itu menurut Undang-undang, ataupun 

menurut para ahli. Namun dari sekian banyaknya pengertian tentang  

seorang anak tersebut tidak terdapat satupun kesamaan mengenai 

pembahasan tentang pengertian anak, karenakan maksud dan tujuan 

masing-masing dari Undang-undang dan para ahli. Di dalam peraturan 

perundang-undangan sendiri, pengertian anak diartikan sebagai berikut : 

a. Menurut “Undang-UndangNo.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak” : 

Dalam “Pasal 1 ayat (1) Undang-Undnag No. 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang 

mulai ia berada dalam kandungan ibunya sampai dengan ia  berusia 

dibawah 18 (delapan belas) tahun.”2. 

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : 

                                                           
1 Phutot Tunggal Handayani dan Pujo Adhi Suryani, Kamus Besar Bahasa Indonesia Praktis, 
(Surabaya: Giri Utami, 2003), 34 
2“Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1” 
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Dijelaskan dalam “Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, 

menjelaskan bahwa yang dinamakan anak atau orang belum dewasa 

adalah mereka yang belum mencapai usian 21 tahun dan belum pernah 

melakukan pernikahan.” Jadi, dapat dipahami seorang  anak adalah 

orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Namun dalam 

hal ini jika seumpama seorang anak sudah menikah sebelum ia berumur 

21 tahun selanjutny dia bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya 

sebelum genap umur 21 tahun, maka seseorang itu akan tetap dianggap 

sebagai seorang anak yang telah dewasa bukan lagi anak-anak18. 

c. Menurut “Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 

Anak yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 

21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”19. 

d. Anak menurut Kompilasi Hukum Islam KHI : 

Dalam “Pasal 90 KHI, seoarang anak yang dianggap sah adalah anak 

yang dilahirkan oleh adanya suatu akibat perkawinan yang sah; dan 

hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh 

isteri tersebut.” 

Dari beberapa defenisi anak yang telah dijelaskan dapat disimpulkan 

bahwa anak merupakan manusia yang secara fisik perlu dididik dan dijaga, 

pentingnya seorang anak untuk dirawat dan dijaga adalah melihat pada 

prospek kehidupan anak kedepannya, karena seorang anak atau seseorang 

                                                           
18Subekti dan Tjitrosidibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Pradnya 
Paramita, 2002), 90. 
19Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), 52. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

53 
 

yang berusia 20 ke bawah ini merupakan estafet penerus daripada 

keluarganya, masyarakat sekitarnya maupun bagi bangsa dan negara. 

2. Macam-Macam Anak 

a. Anak Sah 

Menurut Pasal 99 KHI, 1) “Anak yang sah adalah anak yang 

dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; dan 2) anak hasil 

dari perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh 

istri tersebut”20. Menurut pasal tersebut anak sah yang dianggap adalah 

anak yang diproses, dibenihkan dan lahir didalam  sebuah perkawinan 

yang sah. Selain itu apabila seorang anak tersebut dilahirkan dalam 

perkawinan yang sah namun proses pembuahan dilakukan di luar 

perkawinan yang sah, maka tetap memperoleh suami sebagai bapaknya, 

dan anak sebagai didikannya. 

Dengan demikian  dapat dipahami bahwa seorang anak yang 

terjadi akibat perkawinan dan dilahirkan setelah perkawinan merupakan 

anak yang sah. Selain itu juga jika anak tersebut dibenihkan diluar 

perkawinan tapi lahir dalam perkawinan maka anak tersebut dianggap 

sah juga21. Anak sah mendapati kedudukan (strata) paling teratas dan 

paling sempurna dimata hukum jika dibandingkan dengan anak dalam 

                                                           
20“Pasal 99 Kompilsai Hukum Islam” 
21 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (BW), (Jakarta : Bina Aksara, 1986), 45. 
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bentuk-bentuk yang lain, karena anak yang sah mendapatkan seluruh 

hak yang diberikan oleh hukum22. 

b. Anak Zina 

Pengertian dalam terminologinya terdapat perbedaan yang secara 

fundamental pengertiannya terletak pada dua perspektif antara hukum 

islam dengan hukum perdata barat. Dari perspektif Islam, segala 

perbuatan bersetubuh antara laki-laki dan perempuan dilakukan diluar 

kontek hubungan perkawinan yang sah itu adalah sesuatu bentuk 

perbuatan zina. Sedangkan jika dilihat dari segi U-U KUHPerdata Pasal 

284 KUHP, yang dinamakan dengan perbuatan zina adalah “seorang 

pria yang telah kawin melakukan mukah (overspel) padahal 

diketahuinya Pasal 27 KUHP berlaku baginya”. Sehingga bagi hukum 

barat seorang anak baru dapat dikatakan sebagai anak zina, jika terdapat 

pihak lain, selain suami dan istri yang sah. Dalam artian, bahwa anak 

tersebut lahir dari hubungan pasangan suami istri yang dilakukan oleh 

seorang laki-laki denga perempuan yang bukanlah seorang istrinya 

dimana salah satu atau keduanya sedang dalam ikatan perkawinan 

dengan yang lain23. 

“KUH Perdata menyebutkan bahwa anak zina hanya mendapat hak 

terbatas yaitu untuk mendapatkan biaya hidup seperlunya dengan 

menyesuaikan kemampuan orang tua biologisnya setelah 

                                                           
22D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, (Jakarta : Prestasi 
Pustakarya, 2012), 37 
23D.Y Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Jakarta: Prestasi 
Pustakarya, 2021), 40. 
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memperhitungkan jumlah dan keadaan ahli waris”. Hal demikian, dapat 

dibenarkan dari ketetapan “Pasal 867-869 KUH Perdata yang 

menyatakan bahwa “pengakuan anak dan kewarisan tidak berlaku bagi 

anak-anak yang lahir dari hasil perzinaan atau penodaan darah”. 

Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya bagi mereka”24. 

Sedang yang dinamakan nafkah itu sendiri diatur sesuai dengan 

bagaimana kemampuan kedua orang tuanya atau diihat menurut jumlah 

ataupun keadaan para ahli warisnya yang sah dimana dalam hal ini 

telah diatur menurut Undang-undnag25. Jika semasa hidup kedua orang 

tuanya telah banyak memberikan jaminan nafkah kepada anak yang 

lahir dari perzinaan atau penodaan darah, maka anak itu tidak ada hak 

lebih lanjut untuk menuntut warisa dari bapak atau kedua orang 

tuanya26. 

Jika merujuk kepada hukum islam, yang dimaksud anak zina itu 

ialah seorang anak yang dihasilkan dari sebuah hubungan perkawinan 

yang tidak sah, baik salah satu dari keduanya terikat pernikahan dengan 

orang lain atau tidak27. Dapat disimpulkan  jika seorang anak dihasilkan 

dari sbuah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang mana 

keduanya tidak terikat dalam pernikahan tanpa melihat apakah salah 

satu dari keduanya terikat pernikahan dengan orang lain atau tidak.  

Jelas sangat berbeda dengan hasil kajian yang dijelaskan tokoh ilmu 

                                                           
24“Pasal 867 KUH Perdata” 
25“Pasal 868 KUH Perdata” 
26“Pasal 869 KUH Perdata” 
27Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 112. 
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hukum barat, yang mana seorang anak zina tidak sedikitpun memiliki 

hubungan perdata dengan kedua orang tua yang menghasilkannya, 

namun sebaliknya jika dilihat dari segi hukum islam dijelaskan bahwa 

anak zina sudah otomatis memiliki hubungan perdata hanya dengan ibu 

dan keluarga ibu. 

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang 

perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar 

perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya28. Hal lain juga sejalan dengan apa yang telah 

dijelaskan dalam Kompilasai Hukum Islam bahwa anak yang lahir 

diluar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya juga 

keluarga ibunya29. 

c. Anak Angkat 

Menurut “Pasal 1 (1) PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak yang selanjutnya disebut PP Pengangkatan Anak”, 

bahwa yang disebut pengangkatan anak ialah “anak yang hanyknya 

dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau 

orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan 

membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua 

angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan”30. 

Pada “Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam menyebutkan 

bahwa : Anak Angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk 
                                                           
28“ Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” 
29“ Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam” 
30“Pasal 1 PP No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak” 
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hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih 

tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya 

berdasarkan putusan pengadilan”31. 

d. Anak Tiri 

Sebutan anak tiri ini sangat lazim untuk dipahami bahwa, seorang 

anak yang tinggal dengan salah satu orang tuanya yang kemudian 

dibawa orangtuanya masuk kedalam sebuah perkawinan orangtuanya  

yang baru, yang mana anak itu ialah  merupakan hasil dari perkawinan 

sebelumnya. 

Yang dinamakan anak tiri ialah, seorang anak yang didapatkan dari 

pernikahan seseorang dengan pasangannya yang telah mempunyai anak 

di masa lalu atau anak yang diperoleh dari pernikahannya sebelum 

pernikahan yang baru dengan orang lain, baik ia anak dari seorang 

wanita yang akan dinikahi atapun anak dari seorang pria yang hendak 

akan menikahi, , kebiasaan yang mendatangkan seorang anak tiri ialah  

pernikahan dengan seorang  janda atau seorang duda yang sudah 

memiliki anak dipernikahan sebelumnya. Seorang anak tiri juga dapat 

dihasilkan dari hasil perceraian orang tua terdahulunya baik itu ayahnya 

yang menjatuhkan talak pada ibunya atau bisa juga salah satu dari 

keduanya telah meninggal dunia.32 

                                                           
31“Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam” 
32Ibnu Jazari, “Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam 
(KHI)”, JAS : Jurnal Ilmiah Aw=hwal Syakisyah Vol. 1 No. 1 (Juni,2019), 34. 
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Seorang anak tiri mendapatkan ketetapan hukum yang sama dengan 

anak yang sah terhadap orang tua kandungnya sendiri, begitu juga 

dengan hak waris anak tiri hanya mendapatkani sebelah mata bagian 

waris yaitu hanya dari warisan ayah atau ibu kandungnya. Merujuk 

kepada konsep hukum islam seorang anak tiri tidak bisa mewarisi harta 

peninggalan dari dari orang tua tirinya, dikarenakan hukum islam 

mendasari pewaris hanya kepada tiga macam yaitu: karena hubungan 

perkawinan, hubungan darah, dan karena sebab memerdekakan budak33. 

e. Hak-Hak Anak 

Hak anak pada hakikatnya sudah ada sejak didalam rahim ibunya, 

hak anak demikian sudah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha 

Esa, sehingga tidak dapat diganggu dan dicabut oleh siapapun. 

Hak anak pada umumnya merupakan suatu prinsip kebebasan 

individu dan masyarakat untuk memperoleh sesuatu yang menjadi hak 

pada diri individu maupun kelompok. Hal tersebut, menjadi suatu 

kewajiban atas pengakuan seorang anak, yang mana mempunyai 

perlindungan dari orang tua atau orang lain, baik itu berupa hal 

perlindungan yang konkrit maupun yang abstrak. 

Menurut beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia  ada 

beberapa hal yang meliputi hak-hak anak yaitu : 

a. “Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak” 

                                                           
33Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam (Jakarta:Amzah, 2013) 54-55 
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Didalam “Bab II Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak ata 

kesejahteraan”, yaitu34 : 

1) Hak atas bimbingan, asuhan, dan kemakmuran 

2) Hak terhadap pelayanan 

3) Hak terhadap perlindungan dan pemeliharaan 

4) Hak terhadap perlindungan lingkungan hidup 

5) Hak mendapatkn pertolongan pertama 

6) Hak untuk mendapatkn asuhan 

7) Hak untuk mendapatkn bantuan 

8) Hak untuk diberi pelayanan dan asuhan 

9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus 

10) Hak untuk memperoleh bantuan dan sebuah pelayanan 

 

b. “Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-

undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” 

Dalam peraturan Undang-undang Perlindungan Anak ini, dapat 

dipahami bahwa hak-hak anak itu meliputi35 : 

1) Hak untuk merasakan kehidupan yang tentram, kecerdasan, 

pendidikan serta memperoleh perlindungan dari dekriminasi dan 

kekerasan. 

2) Hak identitas dalam kejelasan pribadi dan status 

kewarganegaraan. 

3) Hak atas perawatan, didikan oleh orang tuanya sendiri. 

4) Hak untuk beribadah atas nama agamnya. 

                                                           
34“UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak”. 
35“UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. 
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5) Hak untuk mendapatkan jaminan social dan pelayanan 

kesehatan. 

6) Hak supaya mendapat  pendidikan dan pengajaran. 

7) “Anak yang menyandang disabilitas perlu memperoleh hak 

pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan 

pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, sedangkan bagi anak 

yang memiliki keunggulan juga mendapatkna pendidikan 

khusus”. 

8) Hak mengeluarkan pendapat dan didengar pernyataan. 

9) Hak untuk rehat berdiam diri dan bisa menggunakan waktu 

luangnya. 

10) Bagi seorang anak yang dalam pengasuhan orang tua / wali, 

berhak mendapatkan perlindungan dari sebuah perlakuan : 

a)   “Diskriminasi” 

b)   “Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual” 

c)   “Penelantaran” 

d)   “Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan” 

e)   “Ketidak adilan” 

f)  “ Perlakuan salah lainnya” 

11) Hak agar mendapatkan perlindungan dari : 

a) “ Penyalahgunaan dalam kegiatan politik” 

b)  “Pelibatan dalam sengketa bersenjata” 

c)  “Perlibatan dalam kerusuhan social” 

d) “Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure     

kekerasan 

e)  “Perlibatan dalam peperangan” 

12) Hak supaya mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum 

13) Tiap-tiap seorang anak yang dirampas kebebasannya 

mendapatkan hak untuk : 

a) Memperoleh  atau mendapatkan penghormatan  perlakuan  

secara  manusiawi  dan upaya menyingkirkan hal yang buruk. 
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b) Memperoleh atau mendapatkan bantuan hukum atau bantuan 

lainnya secara efektifdalam setiap tahapan upaya hukum yang 

berlaku 

c) mendapat hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan 

di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak 

dalam sidang tertutup 

 untuk umum 

14) Tiap-tiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan 

seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak 

memperoleh untuk dirahasiaka.. 

15) Tiap-tiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana 

berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainny”a. 

 

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Didalam Islam, sebagai sebuah agama ataupun keyakinan yang 

memiliki ajaran yang komprehensif memberikan beberapa perhatian 

yang besar terhadap  beberapa permasalahan kehidupan manusi 

bahkan ketika manusia itu sendiri masih berbentuk janin. Meskipun 

manusia masih berada dalam kandungan, islam telah membrikan 

beberapa hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya. 

Sebagaimana kebiasaannya setiap ada hak sudah pasti  bersamaan 

dengan adanya sebuah  kewajiban. Hak-hak  seseorang anak sudah 

pasti merupakan suatu kewajiban bagi orang tuanya, dan sebaliknya  

juga kewajiban seorang anak merupakan hak-hak yang seharusnya 

dapat diperoleh orang tuanya. 
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Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98-106 Bab XIV 

tentang Pemeliharaan Anak, perlindungan terhadap hak anak 

mencakup36 : 

1) Memiliki Hak untuk hidup 

2) Hak mengetahui nasab 

3) Hak penyusuan 

4) Hak perawatan, dan 

5) Hak pengasuhan 

B. Orang Tua Kandung Sebagai Pengasuh Utama Anak 

1. Pengertian Pengasuhan Anak 

Pengasuhan anak (hadhannah) ialah kegiatan mengasuh, 

memelihara dan mendidik anak hingga anak dewasa maupun berdiri 

sendiri37. Secara terminologi Hadhannah adalah melindungi dan 

memelihara atau mengasuh anak laki-laki atau perempuan yang masih 

dibawah usia dewasa atau belum dapat mandiri, merawat hak hidup anak, 

melindungi segala sesuatu yang mungkin bisa membahayakan dirinya, 

menempa dan mendidik dan melatih jasmani dan rohani serta apola 

pikirnya agar dapat berkembang dasesuai dengan persoalan hidup yang 

akan dihadapi kedepannya, sedangkan secara etimologi Hadhannah 

adalah Al-Janbu yang berati dekat atau erat38. 

Pengasuhan anak (hadhannah) juga mengandung makna tanggung 

jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang baik 

                                                           
36“Pasal 98-106 Kompilasi Hukum Islam 
37Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam” di Indonesia (Jakarta : Akademia Presindo, 2004), 113 
38Hakim Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung:Pustaka Setia, 2000), 224 
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serta mencukupi segala kebutuhan hidup anak dari orang tuanya. 

Kewajiban untuk melaksanakan pemeliharaan terhadap anak bersift tetap 

sampai anak mampu berdiri sendiri39. Hal demikian, telah dijelaskan 

didalam Al-Quran bahwa seorang anak berkewajiban dengan perilaku 

baik terhadap orang tuanya, sebagaimana yang tertuang santara lain 

dalam surat Al-Ankabut ayat 8:40 

يْنَا نْسَانَ  وَوَصَّ  ۗ◌  حُسْنًا بوَِالِديَْهِ  الاِْ

“Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua 

orang ibu bapaknya…” (QS. Al –Ankabut, ayat 8) 

 

Demikian Allah berfirman dalam surat Al – Tahrim ayat 6:41 

 ٓСايЙهЫيЙا  ЙنОذِيЧال  СااОوТنЙم  ٓОوТاق  ОمТكЙسТفОنЙا  ОمТكОلِيОهЙاЙا وКارЙا نЙهТدОوТقЧو 

 ТاسЧالن  ТةЙارЙِحجОالЙا وЙهОيЙلЙع  ۤСلЙم ಷى УةЙك  УظЙغِلا  УادЙشِد  Чلا  ЙنОوТصОعЙي  Йّٰರآ  اЙم 

 ОمТهЙرЙمЙا  ЙنОوТلЙعОفЙيЙا وЙم  ЙنОوТرЙمОؤТي 

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak 

durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. Al – 

tahrim : 6) 

                                                           
39M Yahya Harapan, Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2008), 204 
40Al-Quran, 29:8 
41Ibid.,66:6. 
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Dari ayat diatas dipahami  bahwa seorang orang tua berkewajiban 

menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik42. Didalam 

istilah lain, seorang anak berhak mendapat perlindungan, dipelihara dan 

dijaga oleh orang tua kandungnya dengan baik. 

Pada dasarnya pemeliharaan seoorang anak merupakan tanggung 

jawab kedua orang tuanya. Hal ini mencakup berbagai hal yaitu : 

masalah pendidikan dan ekonomi, maupun segala sesuatu yang menjadi 

kebutuhan pokok anak. Didalam Islam, tanggung jawab masalah 

ekonomi dibebankan kepada suami sebagai kepala dalam sebuah rumah 

tangga, meskipun tidakjarang ditemui istri dapat ikut serta  membantu 

suami dalam menanggung kewajiban ekonomi dalam rumah tangga. 

 Undang-undnag Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak 

ada mengatur secara jelas dan terperinci masalah tersebut, karena tugas 

dan kewajiban memelihara anak, inheren dengan tugas dan 

tanggungjawab suami yang sekaligus menjadi bapak bagi anak-anak.43 

a. Landasan Hukum Menurut Undang-undang dan Kompilasi Hukum 

Islam 

1) Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

“Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan menjelaskan salah satu kewajiban yang 

                                                           
42Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, Tuhfah al-Mauru.d bi Ahka>m al-Maulu.d (Beirut: Da>r al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 2005), 124. 
43Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 
189 
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harus dilakukan kedua orang tua terhadap anak-anaknya”. Pasal 

tersebut berbunyi : (1) “kedua orang tua wajib memelihara dan 

mendidik anak mereka sebaik-baiknya” dan (2) “kewajiban 

orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku 

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban 

mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang 

tua putus”44. 

Pasal tersebut memprtegas bahwa salah satu dari kewajiban 

suami isteri dalam memelihara anak yaitu : memelihara, 

merawat dan mendidik anak-anak sampai mereka mampu 

menjaga dirinya sendiri dalam menghadapi sesuatu yang 

terdapat dalam kehidupan atau dinamakan ia dewas. Kewajiban 

ini tidak sekedar hanya dalam ikatan sah ketika mereka masih 

terikat dalam sebuah ikatan perkawinan, namun kewajiban ini 

juga dibebankan kepada orang tua ketika mereka sudah putus 

dari ikatan perkawinan. 

Lebih dari ituPasal 47 ayat (1) menegaskan bahwa “anak 

yang belum berumur 18 tahun atau belum menikah, tetap berada 

di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut 

dari kekuasaannya,” ayat (2) menyatakan, “bahwa orang tua 

mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di 

dalam dan di luar pengadilan”. 

                                                           
44UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
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Pasal tersebut memberikan keterangan kepada orang tua 

untuk memahami dalam pengasuhan anak bahwa dikatakan 

sebagai anak karena belum berusia 18 tahun, dan hal demikian 

menjadi kewajiban orang tua untuk tetap berada dalam 

kekuasaannya terhadap anak demi kepentingan anak dan hak 

anak. 

2) Menurut Kompilasi Hukum Islam 

“Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b telah 

mengkonfirmasi ketentuan umum, bahwa di huruf a” pasal 

tersebut menyatakan : “Anak yang belum mumayyiz berhak 

mendapatkan hadanah dari ibunya,” sedangkan yang terdapat 

pada  “huruf  b menyatakan : Anak yang sudah mumayyiz 

berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah dan 

ibunya. KHI juga mengatur urutan yang berhak melakukan 

hadanah jika ibu telah meninggal dunia”45. Pada huruf a pasal 

tersebut adalanjutan: kecuali “apabila ibunya telah meninggal 

dunia, maka kedudukannya digantikan oleh” : 

1. Wanita-wanita dalam hal ini garis lurus ke atas dari ibu 

2. Ayahnya 

3.  Wanita-wanita yang dalam hal ini garis lurus ke atas dari 

Ayahnya 

4. Saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan 

                                                           
45Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam 
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5.  Wanita-wanita kerabat dalam hal ini yang memiliki garis ke 

samping dari ibu 

6.  Wanita-wanita kerabat dalam hal ini garis samping dari ayah 

Yang menjadi pembeda dalam KHI ialah  menempatkan 

posisi ayah tepat berada di bawah wanita-wanita yang garis 

lurusnya  ke atas dari ibu. KHI tidak menunggu sampai habisnya 

pengasuh dari sisi perempuan untuk memberikan hak asuh 

kepada ayah. Hal ini merupakan sebuah tata pengurutan yang 

realistis dan lebih menjamin kemaslahatan seorang anak yang 

diasuhnya. 

2. Pola Asuh 

Secara etimologi dapat dilihat pengasuhan berasal dari sebuah kata 

“asuh” yang bermaknakan pemimpin, pengelolo, membimbing. 

Pengasuhan bermakna orang yang sedang melakukan tugas 

membimbing, mengelolo, memimpin. Pengasuhan yang dimaksud dalam 

hal ini ialah mengasuh anak. Pengasuhan anak maksudnya ialah 

mendidik dan memelihara seorang anak, mengurus makan, minum, 

pakaian, dan keberhasilannya dalam periode pertama sampai anak itu 

dewasa. Pada ketentuan umum yang terdapat di PP No. 44 Tahun 2017 

juga menyebutkan hal yang sama dalam pengasuhan anak. Pengasuhan 

anak dalam Pasal 1 poin 1 di Kententuan umum mengatakan 

“Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

68 
 

sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan 

berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak”.46 

Merawat dan menjaga anak pada substansinya merupakan usaha 

yang sangat  nyata atas tindakan orang tua untuk meningkatkan totalitas 

potensi yang ada pada diri anaknya. Melalui pendidikan orang tua 

memegang peran yang sangat kuat sebagai mediator antara anak dan 

masyarakatnya, antara anak dengan norma-norma kehidupannya, antara 

seorang anak dengan orang yang telah dewasa, dan sudah tentu dengan  

sebuah visi orang tua masing-masing. Melalui dengan beberapa 

pendidikan dalam keluarga anak akan dapat memenuhi sebuah sifat-sifat 

kemanusiaannya terlihat dan berkembang dari insting-insting biogenetik 

yang primitif untuk dapat belajar terhadap respon-respon yang 

diterimanya dilingkungan sekitarnya.47 

Keluarga sebagai kelompok kecil dari satuan unit sosial yang 

merupakan merupakan lingkungan pendidik yang paling utama dan 

pertama bagi perkembangan seorang anak, dalam arti keluarga 

merupakan sebuah lingkungan yang paling bertanggung jawab terhadap 

mendidik anak-anaknya, supaya anak mampu memahami bagaimana cara 

bersosial, berbicara dengan santun terhadap orang sekitarnya. Sebagai 

orang tua mampu memberikan susupan pengetahuan pendidikan dalam 

hal perkembangan pada diri anak sendiri. Dalam hal ini keluarga tetap 

menjadi sebuah kelompok pertama (primary group) yang menjadi tempat 

                                                           
46PP No.44 Tahun 2017 Tentang Pengasuhan Anak 
47Ida Zusnaini, Strategi Mendidik Anak Agar Jujur, (Jakarta:Platinum, 2003), 24-26 
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meletakkan dasar kepribadian didalam keluarganya sendiri. Orang tua 

memegang peranan yang sangat besar untuk  membentuk sistem interaksi 

yang baik dan berlangsung lama ditandai oleh loyalitas pribadi, cinta 

kasih dan hubungan yang penuh kasih sayang terhadap anak. 

Danny I. Yatim-Irwanto memberikan beberapa pendapatnya terkait 

dengan kehidupan memberikan pola asuh orang tua kepada anaknya, 

diantaranya :48 

a. Pola asuh otoriter, pola ini adalah merupakam gaya aturan-aturan 

yang dilakukan secara sewewenag dan kaku dari orang tua, yang 

kebebasan anaknya tersebut sangat dikekang sehingga anak akan 

merasa tertekan oleh orang tuanya sendiri. 

b. Pola asuh demokratik, pola ini merupakan adanya gaya atau sikap 

keterbukaan antara seorang orang tua dan anaknya. Anak diberi 

kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya sendiri dalam 

keluarga. 

c. Pola asuh permisif, pola asuhan ini biasanya dilakukan dengan 

adanya sebuah kebebasan yang diberikan tanpa batasan sedikitpun 

kepapada anak untuk berperilaku dan bertingkah sesuai dengan 

keinginannya. Seorang anak sangat bebas melakukan apa saja tanpa 

mendapatkan kontrolan oleh orang tua. 

d. Pola asuh ancaman,  pola ini merupakan kebiasaan yang dilakukan 

melalui  ancaman atau sebuah peringatan yang keras diberikan 

                                                           
48Danny I. Yatim-Irwanto, Kepribadian Keluarga Narkotika, (Jakarta:Arcan, 1991),204 
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pada seorang anak akan dirasa sebagai tantangan terhadap otonomi 

dan pribadinya sendiri. Secara tidak langsung anak tersebut akan 

melanggarnya untuk menunjukkan bahwa ia mempunyai harga diri 

dan mampu berdiri sendiri. 

Pola asuh dengan gaya imbalan, yang dimaksud disini jika orang tua 

memberikan imbalan yang sifatnya material, berati anak telah 

dijanjikan atas suruhan orang tua yang diinginkan. Hal 

demikiandisebut dengan motivasi bagi anak untuk melakukan sesuatu 

yangdiinginkan oleh orang tua. 

 

3. Kewajiban Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak 

Orang tua pada esensinya memiliki kehendak yang sifatnya 

wajibdalam mendidik anak. Termasuk pula kaitannya dengan memenuhi 

hakanak dengan memberikan pendidikan yang layak pada anak mereka. 

Didalam “Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974tentang 

Perkawinan dijelaskan tentang hak dan kewajiban antara orangtua 

dengan anak”:49 

a. Kedua orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anakmereka sebaik-baik mungkin. 

b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat” (1) pasal iniberlaku 

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajibanmana 

berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuaputus”. 

                                                           
49Dr. Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, 130. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

71 
 

Dalam pasal 80 KHI juga menerangkan tentang bagaimana pola 

dan kewajiban orang tua kepada anaknya dalam membimbing dan 

mengasuh anak demi mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dalam 

menjalankan kehidupan anak maupun keluarga. Pasal 80 poin 4 

KHI,sebagaimana suami yang merupakan pembimbing terhadap isteri 

dananak-anaknya, “menyebutkan bahwa “Sesuai dengan penghasilannya 

suami menanggung: “ a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; 

b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri 

dan anak; c) biaya pendidikan bagi anak.”50 

Pasal di atas menjelaskan dengan konkrit bahwa pengasuhan anak 

demikian juga dilakukan oleh ayahnya sebagai kepala rumah tangga yang 

mana memiliki kewajiban mensejahterakan keluarga mulai dari isteri 

sampai anak-anaknya, pemenuhan hak dan kesejahteraan isteri dan anak 

berhak memperoleh perlindungan tempat tinggal dan bagi anak berhak 

memperoleh didikan yang baik. 

C. Pengalihan Hak Anak dan Pengasuhannya Dari Orang Tua Kandung 

Kepada Pihak Lain 

Pengalihan anak secara umum, dapat dikatakan sebagai pengangkatan 

anak oleh orang tua kandungnya kepada pihak lain, dan pengalihan demikian 

dilakukan menurut hukum, baik tertulis maupun aturan setempat yang berlaku. 

Pindah asuhnya seorang anak secara langsung sudah lepas tangan dari orang 

tua kandungnya, dan sebuah tanggung jawab itu akan beralih kepada 

seseorang yang mengangkatnya. 

                                                           
50Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam 
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Pada pengertiannya pengangkatan seorang anak ialah suatu perbuatan 

hukum yang mengakibatkan beralihnya tanggung jawab terhadap seseorang 

anak dari lingkungan kekuasaan keluarganya sendiri atau orang tua yang sah, 

walinya yang sah, atau seseorang  yang  akan bertanggung jawab atas 

perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan 

kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan 

Pengadilan Negeri.51 

Mengangkat anak merupakan perbuatan yang dilindungi oleh hukum, 

yang tidak bisa dianggap hanya sebagai hasil kesepakatan antara pihak 

semata, dan juga pengangkatan seorang anak bukanlah suatu perbuatan hukum 

yang dapat terjadi pada suatu saat seperti halnya penyerahan barang. 

Perbuatan pengangkatan seorang anak hendaknya dipahami sebagai suatu 

proses kejadian antara hubungan kekeluargaan yang menunjukkan bahwa 

adanya kesungguhan, cinta kasih dan kesadaran yang penuh akan segala 

akibat dari pengangkatan anak. 

Dalam pengertian ini orang tua kandungnya tidak  akan serta merta 

lepas atas tanggung jawab dari keadaan anaknya, hanya saja orang tua 

kandungnya masih akan tetap mempunyai hubungan dengan anaknya tersebut. 

Dalam sebuah hukum islam pun pada prinsipnya membenarkan dan tidak 

satupun yang melarang pengangkatan anak, asalkan tidak ada pemutusan 

hubungan darah dengan orang tua kandungnya sendiri, sehingga suatu prinsip 

dalam hukum islam diatur pengangkatan  seorang anak ini hanyalah bersifat 

                                                           
51Erna Sofwan Sjukrie, Lembaga Pengangkatan Anak (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1992), 17 
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pengasuhan, pemberian kasih sayang kepada anak dan mberikan 

pendidikannya.  

Agama Islam tidak pernah melarang untuk melakukan pengangkatan 

anak, asalkan sebuah proses pengangkatan anak tersebut bertujuan untuk 

pemeliharaan, pendidikan, ataupun pembiayaan kehidupan si anak tersebut. 

Tegasnya agama islam terlihat sangat melarang pengangkatan anak yang 

bersifat untuk meneruskan keturunan, dan dijadikan seperti anak kandung. 

Pada penjelasan ini, “Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 4” memberikan jawaban, 

sebagai berikut:52 

ُ  جَعَلَ  مَا ّٰဃ  ٍنْ  لِرَجُل ൜ الّٰ  ازَْوَاجَكُمُ  جَعَلَ  وَمَاۚ◌  ٖ◌ جَوْفِه فيِْ  قَلْبيَْنِ  مِّ هٰ  مِنْهُنَّ  هِرُوْنَ تظُٰ  يْ ۤـ  جَعَلَ  وَمَاۚ◌  تكُِمْ امَُّ

ُ ۗ◌  بِافَْوَاهِكُمْ  قوَْلكُُمْ  لِكُمْ ذٰ  ۗ◌ ءَكُمْ ابَْنَاۤ  ءَكُمْ ادَْعِيَاۤ  ّٰဃَالسَّبيِْلَ  يهَْدِى وَهُوَ  الْحَقَّ  يَقوُْلُ  و 

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; 

dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yan kamu zihar itu sebagai ibumu, dan 

Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). 

Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja". 

Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan seorang 

anak merupakan  sebuah pengalihan antara orang tua kandung kepada orang 

lain yang akan mengasuhnya. Dengan demikian, orang lain sebagai orang tua 

angkat secara hukum islam mempunyai beban dan tanggung jawab sebagai 

orang tua kedua setalah orang tua kandungnya, untuk dijaga, dirawat, dan 

dididik supaya menjadi anak atau seseorang pada umumnya, serta tidak 

                                                           
52Al-Qur'an., 33:4. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

74 
 

terlepas dari orang tua kandung yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi 

agar pencapaian anak dalam segala sesuatunya dapat tercapai. 

Secara lebih terperinci untuk dapat memahami bahwa bagaimana 

pengertian dari tinjauan hukum dalam pengalihan anak atau pengasuhannya 

dari orang tua kandung kepada pihak lain, antara yaitu: 

1. Dasar Hukum Menurut “Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dan KHI” 

a. Prespektif  “Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak” 

Dasar perlindungan anak harus tetap didasarkan pada “UUD 

1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang 

memang  berlaku”. Penerapan sebuah yuridis ini harus melalui cara 

integratif yaitu penerapan terpadu  yang menyangkut  sebuah peraturan 

perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan 

dengan pengangkatan anak. Perlindungan anak dapat dilakukan secara 

langsung dan tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatan 

yang menjadi sasaran pelanggaran langsung. Kegiatan ini dapat 

dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dar luar dan 

dalam seperti mendidik, membina, mendampingi anak dengan 

berbagai cara. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu dengan 

kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang 

melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. 

Berdasarkan Undang-undang “No.35 Tahun 2014 tentang 

perlindungan Anak juga disebutkan hak dan kewajiban anak,dalam 
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Undang-undang ini perlindungan anak sangat diutamakan, dimana hal 

ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya yang 

bersengketa salah satunya berkeyakinan di luar Islam atau kesusahan 

dalam ekonomi”, namun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak 

tersebut harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam 

hal ini bukan hanya kemashlahatan dunianya saja tetapi juga 

kemashlahatan akhiratnya.53 

“Pasal 14 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 

tentangPerlindungan Anak, yang menyatakan” : "setiap anak berhak 

diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan /atau 

aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah 

demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan 

terakhir"54. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, "pemisahan yang 

dimaksud dakam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak 

dengan orang tuanya”. Jadi meskipun sudah ada ketentuan hukum 

yang menyatakan pemegang "kuasa asuh”, tetap tidak boleh ada alasan 

melarang orang tua kandung  untuk bertemu dengan anaknya. 

 

b. Dasar Hukum Menurut KHI 

Pengasuhan anak didalam tinjauan sebuah fikih disebut dengan 

hadanah yang mengandung makna merawat dan mendidik anak yang 

belum mumayiz (belum dewasa). Subtansi dari merawat dan mendidik 

                                                           
5358 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 
5459 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

76 
 

adalah karena yang bersangkutan tidak dapat memenuhi keperluan 

sendiri. Para ulama fikih menyatakan bahwa wajib hukumnya untuk 

merawat dan mendidik seorang anak karena itu merupakan suatu 

amanah yang besar, namun berbeda pendapat di dalam persoalan hak. 

Hadanah atau biasa dengan hak asuh anak merupakan suatukewajiban 

orang tua sesuai yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU 

No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.55 

Pada Pasal156 dinyatakan bahwa sebagai akibat penceraian: 

a. Anak yang belum sampai kepada mumayyiz berhak mendapatkan 

hadhanah dan ibunya sendiri, kecuali apabila ibunya telah wafat, 

maka kedudukannya digantikan oleh: 1) wanita-wanita dalam garis 

lurus ke atas dari ibu; 2) ayah; 3) wanita-wanita dalam garislurus 

ke atas dari ayah; 4) saudara perempuan dari anak yang 

bersangkutan; dan 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis 

samping dari ayah. 

b. Anak yang sudah sampai kepada mumayyiz berhak memilih untuk 

mendapatkan hadhanah dari ayah ataupun dari ibunya sendiri.  

c. Apabila seorang pemegang hadhanah ternyata tidak dapat 

menjamin dan mengamankan keselamatan jasmani dan rohani 

anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka 

atas permintaann kerabat lain yang bersangkutan. Pengadilan 

                                                           
55Abdul Basith Junaidy, "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam", AL-HUKAMA The 
Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 07, No.01 (Juni, 2017), 80. 
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Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain 

yang mempunyai hak hadhanah pula. 

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab 

seorang ayah menurut kesanggupannnya, sekurang-kurangnya 

sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri yaitu 

sampai berumur 21 tahun. 

e. Bila mana terjadi sengketa mengenai hadhanah dan nafkah anak, 

Pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan peraturan 

U-u yang termuat pada huruf (a), (b), dan (d); 

f. Pengadilan sendiri dapat pula melihat kemampuan ayahnya 

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan 

anak-anak yang tidak turut padanya. 

Dari uraian pasal 156 di atas, menegaskan bagi pihak hadanah 

dapat dimiliki haknya, kecuali dengan suatu alasan apabila dari kedua 

orang tuanya mengalami kemerosotan ekonomi dalam aspek menafkahi 

sehingga berdampak pada kesehatan jasmani dan rohani seorang anak, 

maka dapat melakukan perlimpahan anak kepada keluarga terdekatnya 

menurut keputusan peradilan sebagai wewenangnya. 

 

2. Latar Belakang Dilakukan Pelimpahan Hak Asuh Anak 

Memenuhi nafkah atau tuntutan ekonomi adalah sekian dari 

banyaknya faktor yang membuat orang tua melakukan pelimpahan hak 

asuh anak. Para ahli memakai sebuah kata An-Nafaqah sebagai bentuk 
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isim atau nama untuk  harta yang didermakan oleh seseorang bagi 

keluarganya. Tak jarang juga ditemukan kata nafkah dipakai dalam dua 

fungsi. Kadang-kadang digunakan secara mutlak dengan makna "memberi 

makan secarakhusus”. Seperti kata-kata mereka, “Suami memberi nafkah 

(makanan),pakaian, dan tempat tinggal bagi istrinya”. Kadang-kadang 

mereka jugamenggunakan kata nafkah itu mencakup tiga makna 

keseluruhan; yakni, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sedang makna 

nafkah menurut syariat (Islam), sebagaimana didefinisikan oleh ulama 

Hanafiah, adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal.56 

Dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan kewajiban 

kepadasuami untuk dapat merawat dan menafkahi keluarga isteri dan 

anaknya. Hal dimikan menunjukkan bahwa harus dilakukan karena untuk 

menjaga masa depan kehidupan keluarga dan anak-anak umumnya. 

Penjelasan tersebut diterangkan di “pasal 80 yaitu:”57 

a. Seorang suami adalah pembimbing, terhadap anak isteri dan rumah 

tangganya sendiri, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga 

yang penting-penting akan diadakan musyawarah dan diputuskan oleh 

sumai isteri bersama”. 

b. Suami  memiliki kewajiban melidungi isterinya dan memberikan 

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangganya sesuai dengan 

kemampuannya sendiri. 

                                                           
5661 Huzaemah Tahido Yangpo, Fiqih Anak : Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak 
serta Hukum-hukum yang berkaitan dengan Aktivitas Anak, (Jakarta : Al-Mawardi Prima, 2004), 
84. 
57Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam 
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c. Suami memiliki kewajiban memberikan pendidikan agama kepada 

seorang isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang 

baik,berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.  

d. Sesuai dengan penghasislan yang didapatkan suami maka suami 

berkewajiban menanggung: (1) nafkah, kiswah dan tempat kediaman 

bagi isteri; (2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya 

pengobatan bagi isteri dan anaknya; (3) biaya pendididkan bagi 

seorang  anak. 

e. Kewajiban seorang suami terhadap isterinya seperti yang telah termuat 

pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai diberlakukan  setalah adanya 

tamkin sempurna dari isterinya. 

f. Seorang Isteri dapat membebaskan suaminya dari  suatu kewajiban 

terhadap dirinya sendiri  sebagaimana yang telah tertuang pada ayat 

(4) huruf a dan b. 

g. Kewajiban seorang suami sebagaimana dimaksud pada ayat (5) gugur 

apabila seorang istri melakukan isteri nusyuz. 

Menurut “UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dalam 

pasal 41” dinyatakan bahwa: "Akibat Putusnya perkawinan karena 

perceraian ialah:58 

a. Seorang ibu atau bapak berkewajiban memelihara anak dan 

memberikan  pendidikannya sesuai kepentingan seorang anak; bila 

                                                           
58UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
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ada persengketaan mengenai penguasaan anak-anak maka Pengadilan 

yang akan memberi  sebuah keputusannya”; 

b. Seorang bapak harus bertanggung jawab atas segala kebutuhan biaya 

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh seoarang anak 

tersebut; bila seorang bapak dalam faktanya seorang bapak tidak dapat 

memenuhi dan melaksanakan kewajiban tersebut, maka Pengadilan 

dapat menentukan bahwa ibu dari seorang anak tersebut ikut serta 

untuk memikul biayanya tersebut”; 

c. Pengadilan dapat memberikan kewajiban  kepada  seorang mantan 

suami untuk memenuhi biaya penghidupan dan/atau menentukan 

sesuatu kewajiban bagi mantan istrinya. 

Pasal tersebut dapat dipahami bahwa itu sebagai penegasan suami 

masih dapat memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan 

terhadap istri dan memberikan biaya penghidupan kepada istri, walaupun 

telah terjadi perceraian dan dengan demikian statusnya berubah menjadi 

mantan istri. 

Semakin berkembangnya zaman, wanita dizaman sekarang jugater 

paksa meninggalkan rumah untuk turut andil untuk mencari nafkah atau 

bekerja. Dengan keluarnya wanita dari rumah untuk membantu mencari 

nafkah atau bekerja, hilanglah generasi-generasi kita di masa yang akan 

datang. Anak-anak akan kehilangan kasih sayang dan asuhan dari seorang 

ibu. Hal tersebut akan membuat mereka tertimpa kelainan jiwa dan 

berimbas pada moralitas mereka ketika mereka menginjak usia dewasa.  
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Kasih dan sayang seorang orang tua lain yang mengasuh atau 

pengasuh, sekalipun mereka memiliki tingkat pendidikan dan kebudayaan 

yang tinggi sekalipun tidakakan dapat menyamai kasih sayang alami dari 

seorang ibu, karena Allah telah meletakan kepada seorang ibu unsur-unsur 

cinta, kasih sayang, perhatian, dan tata cara pengasuhan yang benar untuk 

seorang anak dalam diri seorang ibu sehingga tidak akan ada satu 

perempuan pun yang dapat memberikan kasih sayang serupa untuk 

mereka. 

Dalam islam wanita yang bekerja di luar rumah atau ikut mencari 

nafkah itu hukumnya jaiz (boleh) bahkan kaum wanita dibolehkan 

menduduki jabatan strategis/peranan yang sangat penting di masyarakat 

dengan sebuah catatan bahwa wanita tersebut harus tetap tunduk pada 

syariat Islam dan tidak meninggalkan/mengabaikan tugas utama mereka 

sebagai ibu. 

3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak  

Pengangkatan seorang anak harus melalui Peraturan Perundangan 

yang berlaku, untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan 

yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan 

anak. Untuk itu Pemerintah mengeluarkan dalam bentuk Peraturan 

Pemerintah yaitu, “Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 

Pengangkatan anak”.59 

                                                           
59PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

82 
 

Dalam rangka proses pelaksanaan perlindungan anak, motivasi 

pengangkatan anak merupakan hal yang perlu diperhatikan dan 

harusdipastikan dilakukan demi kepentingan anak. Arif Gosita 

menyebutkan bahwa pengangkatan anak akan mempunyai dampak 

perlindungan anak apabila memenuhi syarat-syarat sebagai:60 

a. Diutamakan untuk melakukan pengangkatan  terhadapanak yatim 

piatu;  

b. Seorang Anak yang memiliki cacat mental, fisik dan social; 

c. Orang tua anak yang akan diangkat  memang  benar sudah tidak 

mampu lagi untuk memberikan hak-hak anaknya”; 

d. Bersedia  dan mampu memupuk dan memelihara ikatan keluarga 

antara anak dengan orang tua kandung sepanjang hayat;  

e. Hal-hal lain yang tetap mengembangkan kemanusiaan seutuhnya.  

Penyelenggaraan perlindungan terhadap seorang anak angkat harus 

meliputi berbagai aspek kehidupan dengan mengacu pada hak-hak asasi 

anak yang melekat padanya sejak anak itu berada dalam kandungan 

meliputi: Perlindungan terhadap agama, kesehatan, pendidikan, kemudian 

hak sosial dan perlindangan yang sifatnya khusus/eksepsional. Maka 

beberapa hal sensitif menjadi faktor utama dalam melakukan 

pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat dan kepatutan untuk 

memelihara anak maka harus ada syarat-syarat tertentu, menurut Pasal 13 

                                                           
60Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak (Jakarta: Akademika Presindo, 1984), 16. 
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PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 

menentukan bahwa calon orang tua angkat harus61. 

a. Benar-benar Sehat jasmani dan rohaninya” 

b. Sudah memiliki umur paling minimalnya 30 tahun dan yang paling 

maksimalnya 55 tahun” 

c. Calon orang tuan angkat harus memiuliki agama sebagaimana dengan 

agama seorang calon anak yang akan diangkatnya 

d. Orang yang akanmelakukan pengangkatan anak haruslah berkelakuan 

baik dan tidak pernah dihukum menurut U-U. 

e. Memiliki status pernikahan paling minimal sudah menjalani 5 tahun 

f. Orang yang akan melakukan pengangkatan anak tidak boleh 

merupakan sebuah pasangan sesama jenis 

g. Belum mempunyai anak atau hanya memiliki maksimal 1 orang anak. 

h. Amanah dan harus mampu dalam keadaan ekonomi dan social. 

Dan “Pasal 12 No. 54 Tahun 2007 ayat (1) tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak menentukan” bahwa calon anak angkat harus62; 

a. Seorang anak belum  mencapai usia 18 tahun 

b. Seorang anak merupakan anak terlantar dan ditelantarkan oleh orang 

tuanya. 

                                                           
6166 Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak 
62Pasal 12 “PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak” 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

84 
 

c. Berada dalam keadaan asuhan sebuah keluarga atau berada dalam 

lembaga pengasuhan anak-anak, dan memerlukan perlindungan 

khusus dari seorang pengasuh. 

Umur anak yang akan diangkat yang tertuang pada pada ayat (1) 

huruf a meliputi:” 

a. Anak yang belum mencapai usia 6 tahun merupakan prioritas utam 

b. Anak berusia minimal 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun 

sepanjang ada alasan yang mendesak  

c. Anak yang sudah sampai usia 12 tahun sampai belum berusia 18 tahun 

sepanjang anak  tersebut memerlukan perlindungan yang khusus. 

Menurut Kompilasi hukum Islam pengangkatan anak di 

representasikan kepada istilah perwalian, yang mana hal itu tertuang pada 

pasal 10763: 

a. Perwalian hanya boleh  terhadap anak yang belum mencapai umur 21 

tahun atau belum pernah melangsungkan akad perkawinan.” 

b. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri.jiwa dan harta kekayaanya.  

c. Apabila wali tidak mampu berbuat atau lalai  dalam melaksanakan 

tugas perwaliannya sendiri, maka pengadilan Agama dapat menunjuk 

salah satu kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan 

kerabat tersebut untuk pelimpahan hak atas anak tersebut. 

                                                           
63Pasal 107 “Kompilasi Hukum Islam” 
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d. Wali setidaknya diambil dari keluarga terdekat anak tersebut atau 

oranglain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan 

berkelakuan baik, atau badan hukum.” 

Dalam perwalian ini,  seorang wali bertanggung jawab untuk 

memberikan segala sesuatu kepentingan yang menyangkut keperluan 

pribadi seorang anak baik lahir maupun batinnya, mulai dari pengasuhan, 

pemeliharaan, hingga pemberian pendidikan dan keterampilan, termasuk 

pula segala kebutuhan dari seorang anak, dan juga pada perwalian harta 

sang wali diwajibkan untuk mengurus harta benda kepunyaan sang anak 

sejak dimulainya perwalian hingga usia sang anak dewasa atau 21 tahun 

atau telah melangsungkan perkawinan dalam aturan Islam. Jika usia sang 

anak telah menyentuh angka tersebut, maka wali diharuskan untuk 

mengemabalikan semua harta tersebut kepada sang anak, karena anak 

telah dinilai mampu mengurus hidupnya sendiri. 

4. Tata Cara Pengangkatan Anak Secara Langsung (menurut khi ada dipasal 

107-112) 

Tata cara pengangkatan anak diatur oleh “Pasal 19 sampai Pasal 21 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Pengangkatan Anak” yakni 964: 

a. “Pasal 19 : pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai 

dengan tata cara yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan” 

b. “Pasal 20” : 

                                                           
64PP No.54 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anak 
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1) “Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan 

diajukan kepengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan” 

2) P”engadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak 

ke instansi terkait” 

c.  “Pasal 21”:  

1) “Dalam pengangkatan anak, seseorang dapat mengangkat anak 

maksimal 2 (dua) kali dengan jarak paling singkat dua tahun”. 

2) “Jika calon anak angkat adalah kembar, boleh melakukan 

pengangkatan anak sekaligus dengan saudara kembarnya oleh 

calon orang tua angkat”. 

Sedangkan menurut “KHI Pasal 107-112 dalam tata cara 

pengangkatan anak diantaranya” :65 

a. “Pasal 107: 1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai 

umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan; 2) 

Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaanya; 3) 

Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas 

perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang 

kerabat untukbertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut”; 

4) “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau 

oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan 

berkelakuan baik, atau badan hukum”. 

                                                           
65Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam 
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b. “Pasal 108: Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan 

hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau 

anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia”. 

c. “Pasal 109: Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian 

seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain 

atas permohonan kerabatbya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, 

pemboros,gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan 

wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di 

bawah perwaliannya”. 

d. “Pasal 110: 1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang 

berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan 

berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan 

keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah 

perwaliannya”; 2) Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan 

mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali 

bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di 

bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan; 3) Wali 

bertanggung jawab terhadap harta orangyang berada di bawah 

perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat 

kesalahan atau kelalaiannya; 4) Dengan tidak mengurangi kententuan 

yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, 

pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan 

pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali. 
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e. “Pasal 111: 1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang 

yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah 

mencapai umur 21 tahun atau telah menikah; 2) Apabila perwalian telah 

berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan 

antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta 

yang diserahkan kepadanya”. 

f. “Pasal 112: Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di 

bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya 

menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali fakir”. 
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BAB III   

PROSES MEMBERIKAN ANAK DAN PENGASUHANNYA 
DIKALANGAN KELUARGA TIDAK MAMPU DI DESA SAYUTAN 

KECAMATAN PARANG MAGETAN 
 

A. Gambaran Tentang Proses Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan 

 Desa Sayutan merupakan salah satu dari 12 (dua belas) desa uang terletak 

di wilayah administrasi Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Desa Sayutan 

adalah desa yang memiliki perjalanan sejarah yang diawali oleh berbagai 

tokoh terdahulu di desa tersebut, sehingga salah satu nama tokoh desa tersebut 

melahirkan nama desa Sayutan. Desa Sayutan memiliki 4 (empat) wilayah 

Dukuh yaitu: Dukuh Ngelo, Dukuh Dukuh, Dukuh Jati, dan Dukuh Jeruk. 

Keberadaan desa Sayutan meliputi beberapa penduduk secara demografis 

yang setiap berjalannya waktu mengalami perkembangan signifikan dalam 

populasi kependudukan desa. Selain itu, desa Sayutan memiliki sumber daya 

alam sebagai bahan pencaharian masyarakat dalam melanjutkan kehidupan. 

 Kehidupan desa Sayutan merangkul banyak dari aspek sosial diantaranya 

adalah:1 

1. Jumlah Kependudukan 

 Seiring berjalannya waktu jumlah penduduk desa Sayutan 

mengalami perkembangan dalam populasi kependudukan desa yaitu 

4430 orang yang terdiri dari laki-laki yang berjumlah 2116 orang dan 

perempuan berjumlah 2214 orang 

2. Pendidikan 

 Tingkat pendidikan di desa Sayutan terdiri dari:2 

a. PAUD 

b. Madrasah Ibtidaiah 

c. Taman Kanak-kanak, yaitu Taman Kanak-kanak Dharma 

Bhakti 1 dan 2 

                                                           
1 Laporan Buku Profil Desa Sayutan Tahun 2019 
2 Laporan Buku Profil Desa Sayutan Tahun 2019 
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d. Sekolah Dasar Negeri, yaitu SDN Sayutan 1, SDN Sayutan 2, 

SDN Sayutan 4, dan SDN Sayutan 5. 

e. MTs PSM (Pesantren Sabilil Muttaqien) 

3. Agama 

 Desa Sayutan memiliki masyarakat dengan beragam agama, 59 

orang masyarakat desa beragama non-muslim namunsebagian besar 

masyarakat beragama Islam. Fasilitas tempat beribadah bagi setiap 

masyarakat yaitu berupa 10 masjid, 19 musholla yang tersebar disetiap 

dukuh, dan 1 Greja.3 

 Kegiatan keagamaan masyarakat desa bagi masyarakat non-muslim 

yaitu: sekolah minggu khusus untuk anak-anak, kebaktian remaja 

setiap hari sabtu sore, dan ibadah umum setiap hari minggu pagi atau 

sore. Sedangkan kegiatan keagamaan bagi masyarakat yang beragama 

Islam yaitu: TPA/TPQ bagi anak-anak dan remaja, yasinan setiap hari 

juma’at sore bagi ibu-ibu, yasinan setiap malam juma’at bagi bapak-

bapak bergilir datang kesetiap rumah warga, hadrah dan banjari untuk 

semua kalangan.4 

4. Sosial & Ekonomi 

 Sebagian kecil corak sosial yang ada di desa Sayutan diikuti 

dengan kebudayaan. Sosial budaya disini mengikuti adat istiadat desa 

yang juga merupakan modal pendukung masyarakat desa untuk 

mencapai kebutuhan dan persaingan tingkat lokal, daerah, nasional 

maupun internasional. Sumber sosial budaya di desa Sayutan yaitu: 

budaya jaranan “Jaran Dor”, karawitan “Setio Laras”, hadrah dan 

banjari “Hubbun Nabi”.5 

Sumber ekonomi masyarakat Sayutan mayoritas hasil dari pengolahan 

pertanian. Seperti padi, ketela pohon, jagung, kacang tanah dan cabe. 

Tanaman yang sedang dikembangan saat ini adalah pohon jati emas 

                                                           
3 Bapak Agung, Wawancara: pada tanggal 13 April 2021 
4 Ibu Ayus, Wawancara: pada tanggal 1 April 2021 
5 Laporan Buku Profil Desa Sayutan Tahun 2019 
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yang berada diwilayah hutan Sampung, buah Durian berada diwilayah 

gunung Blego, dan juga perternakan sapi kambing. 

5. Pekerjaan  

Mayoritas penduduknya bermata pencaharian dari hasil pertanian dan 

sebagian dari kerajinan rumah tangga gerabah dan sebagian kecil dari 

perternakan. Petani/Pekebun 1556 orang, Pedagang 186 orang,  

Tukang batu 86 orang, Buruh 71 orang, lainnya 1116 orang.6 

 

B. Sekilas Pelaksanaan Pemberian Anak dan Pengasuhannya Dari Keluarga 

Tidak Mampu Kepada Orang Lain 

 Pelaksanaan pemberian anak dan pengasuhannya dari keluarga tidak 

mampu kepada orang lain di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan 

sebagian besar masih menggunakan sistem kekeluargaan yang saling percaya 

satu sama lain namun ada juga keluarga yang memberikan anak dan 

pengasuhannya kepada orang lain yang tidak dikenalnya. Orang tua kandung 

yang memberikan anak dan pengasuhannya memiliki latar belakang keluarga 

yang tidak mampu secara sosial dan ekonomi, yang dimaksut tidak mampu 

secara ekonomi adalah orang tua mempunyai pekerjaan namun tidak cukup 

untuk memenuhi pengasuhan anak dalam memberikan hak-hak anak yang jika 

dibiarkan anak akan terlantar. Orang tua kandung memberikan anak dan 

pengasuhannya kepada orang lain yang dianggap mampu secara sosial dan 

ekonomi agar dapat memenuhi kehidupan dan hak-hak anak yang tidak bisa 

diberikan olehnya yang meliputi kesehatan pendidikan, dan kesejahteran anak. 

 Latar belakang warga desa yang menerima pemberian anak dan 

pengasuhannya adalah masyarakat yang mampu secara sosial dan ekonomi 

sehingga dapat menjamin kehidupan dan hak-hak anak. Tujuan orang lain 

yang menerima anak dan pengasuhannya adalah untuk ibadah dan untuk 

memerdekakan anak yang sekiranya akan atau sudah terlantar agar bisa 

mendapatkan hak-hak kehidupan seperti anak pada umumnya. Sebagian warga 

                                                           
6 Laporan Buku Profil Desa Sayutan Tahun 2019. 
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desa yang menerima pemberian anak untuk diasuhnya mulai dari usia bayi 

sampai batas waktu yang tidak ditentukan atau bisa jadi diasuhnya hingga tua. 

 Masyarakat desa yang melakukan proses memberikan anak dan menerima 

anak juga tidak melakukan tata cara, syarat, dan perjanjian secara lisan tertulis 

dalam mengasuh anak. Ditengah perjalanan pengasuhan anak, rata-rata orang 

tua kandung ingkar dalam perjanjian lisan kepada orang lain yang mengasuh 

anak yang mengakibatkan orang lain yang menerima anak tersebut tidak tega 

dan tetap diasuh olehnya sepenuh hati layaknya anak kandung sendiri. Orang 

lain yang menerima anak dan pengasuhannya sebagian besar memasukan 

nama anak yang diasuhnya kedalam kartu keluarga dan anak tersebut tidak 

mengetahui bahwa ia memiliki orang tua kandung dikarenakan orang tua 

kandung yang ingkar didalam perjanjian, tidak pernah menengok, 

menanyakan kabar anak dan memberikan sedikit nafkah anak. Orang lain yang 

menerima pemberian anak dan pengasuhannya juga tidak melaporkan kepada 

pihak perangkat desa bahwa mereka telah menerima anak dari orang lain yang 

tidak ada hubungan keluarga untuk menjadi anak diasuh menjadi anaknya. 

Sejauh ini di desa Sayutan belum pernah ada suatu kejadian dimana ada orang 

tua kandung yang meminta kembali anak dan pengasuhannya menggunakan 

jalur hukum. 

 

C. Pelaksanaan Memberikan Anak Dari Keluarga Tidak Mampu Kepada 

Orang Lain 

1. Keluarga Pemberi Pertama Sebagai Responden 

 Keluarga pemberi anak yang pertama merupakan pasangan suami 

istri. Laki-laki berusia 55 tahun yang pendidikan terakhirnya tamat 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan perempuan berusia 53 tahun 

yang pendidikan terakhirnya tamat Sekolah Dasar (SD). Mereka 

bertempat tinggal di desa Sayutan Kecamatan Magetan dan dikaruniai 

dua orang anak yang diberi nama MQ (laki-laki) dan YK (laki-laki). 

 Menurut pengakuan istri, awal mula keluarga mereka memberikan 

kedua anak dan pengasuhannya kepada orang lain yang bukan 
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keluarga dimulai sejak tahun 1999 dengan alasan karena mereka harus 

bekerja ke kabupaten untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengubah 

nasib perekonomian. Kedua anak mereka diasuh oleh orang lain ketika 

MQ berusia 5 tahun dan YK berusia 8 bulan tanpa adanya tata cara, 

syarat, dan perjanjian untuk pengasuhan kedua anaknya.7 Pasangan 

suami istri tersebut memberikan anak dan pengasuhannya kepada 

orang lain yang bukan keluarganya atas dasar rasa percaya yang telah 

dibangun dengan keluarga penerima dan keluarga penerima sudah 

menganggap MQ dan YK seperti anak bersama yang harus dirawat, 

dijaga dan disayangi bersama.  

 Kemudian pada usia YK yang ke 10 (sepuluh) tahun keluarga 

pemberi mengasuh kembali kedua anaknya selama 3 tahun lamanya 

dikarenakan beliau sudah kembali pulang ke desa Sayutan untuk 

membuka peluang usaha di desa. Namun ketika pasangan keluarga 

pemberi tersebut membuka usaha di desa mereka merasa jika dengan 

mengandalkan usaha yang berjalan saja maka tidak akan mampu untuk 

membeli rumah, kemudian sang istri memberikan anak dan 

pengasuhannya kepada orang lain yang sama untuk mengasuh kembali 

kedua anaknya dikarenakan beliau akan meninggalkan anak-anaknya 

pergi kerja ke luar negeri.  

 Selama mereka memberikan anak dan pengasuhannya kepada 

orang lain, mereka tidak lepas tangan atas tanggung jawabnya sebagai 

orang tua untuk memenuhi kewajiban memberikan hak-hak anaknya. 

Sang ibu tetap memantau anak-anaknya meskipun dari jauh, 

memberikan nafkah, memenuhi kebutuhan anak-anaknya termasuk 

kebutuhan sekolah dan kesehatan. Meskipun ibu berada jauh di luar 

negeri namun ada bapak yang tetap berada di desa yang sama dengan 

anak-anak dan bekerja melanjutkan usaha yang dibangun bersama ibu. 

Orang lain yang menerima anak dan pengasuhannya bekerja sama 

dengan bapak untuk mengurus kebutuhan kedua anaknya. 

                                                           
7 Responden Pemberi, Wawancara: pada tanggal22 Febuari 2021 
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 Di tahun 2008 ibu sebagai yang memberikan anak dan 

pengasuhannya kepada orang lain meminta kembali pengasuhan 

anaknya dikarenakan beliau sudah pulang ke Indonesia kembali ke 

desa Sayutan dan mampu mewujudkan cita-cita keluarganya yaitu 

mengubah nasib perekonomian sehingga mampu untuk 

menyekolahkan anak sampai jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), 

dan membeli rumah. 

 Menurut beliau, ia memberikan anak dan pengasuhannya kepada 

orang lain untuk kebaikan anak. Beliau tidak akan memberikan anak 

dan pengasuhannya kepada orang lain yang tidak beliau percaya. Jika 

ia tidak memberikan anak dan pengasuhannya kepada orang lain dan 

tidak nekat untuk bekerja keluar dari desa maka ia tidak akan bisa 

mengubah nasib perekonomian sehingga tidak mampu menyekolahkan 

anak, memenuhi hak-hak anak, dan juga tidak mampu membeli rumah. 

2. Keluarga Pemberi Kedua Sebagai Responden 

Keluarga yang memberikan anak dan pengasuhannya kepada orang 

lain adalah pasangan suami istri yakni laki-laki berusia 46 tahun yang 

bekerja sebagai tani berpendidikan terakhir dijenjang tamat Sekolah 

dasar (SD) dan memiliki istri yang mempunyai riwayat penyakit 

epilepsi. Pasangan suami istri ini dikaruniai dua orang anak, satu yang 

berjenis kelamin laki-laki bernama NR (laki-laki) berusia 12 tahun dan 

satu yang berjenis kelamin perempuan bernama AL (perempuan) 

berusia 5 tahun. 

 Menurut pengakuan bapak sebagai orang yang memberikan anak 

dan pengasuhannya kepada orang lain, awal mula beliau memberikan 

anaknya dikarenakan latar belakang keluarga tidak mampu secara 

sosial dan ekonomi dan juga bapak memiliki tanggung jawab atas istri 

dan orang tua yang sedang sakit berada di dalam satu rumah yang 

sama, sedangkan beliau hanya bekerja sebagai tani yang 

pendapatannya sangat kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarga 
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dan kebutuhan hak-hak anak.8 Beliau merasa kerepotan dalam biaya 

untuk menyekolahkan kedua anak-anaknya dikarenakan mempunyai 

tanggung jawab istri, dan orang tuanya yang sedang sakit dalam waktu 

yang bersamaan. Beliau memberikan NR dan pengasuhannya kepada 

orang lain yang bertempat tinggal jelas atau terpercaya, mampu 

menafkahi lahir dan batin NR, menjaga, merawat dan menyayangi NR 

dengan sepenuh hati karena beliau memberikan NR kepada orang lain 

dengan sepengetahuan NR meskipun tidak adanya tata cara, syarat 

pengangkatan anak, dan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. 

Beliau hanya berjanji secara lisan kepada orang lain yang menerima 

NR jika memiliki rezeki yang cukup pasti memberi untuk membantu 

membiayai kebutuhan hak-hak NR sebagai orang tua/ayahnya. Tujuan  

beliau memberikan NR dan pengasuhannya kepada orang lain ialah 

agar NR dapat melanjutkan sekolah hingga kejenjang pendikan 

Sekolah Menengah Atas karena beliau mempunyai harapan agar NR 

dapat mengubah nasib perekonomian keluarga, mengangkat derajat 

keluarga, dan NR menjadi orang sukses. 

3. Keluarga Penerima Pertama Sebagai Responden 

Keluarga penerima anak dan pengasuhannya dari orang lain yang 

pertama merupakan laki-laki yang berusia 67 tahun bekerja sebagai 

pensiunan PNS. Beliau bertempat tinggal di desa Sayutan Kecamatan 

Parang Magetan yang memiliki seorang istri dan dikaruniai satu anak 

perempuan. 

Menurut pengakuan keluarga penerima, mereka menerima dua 

anak dan pegasuhannya dari orang lain yang berbeda. Kedua anak 

tersebut bernama FS (laki-laki) 23 tahun dan YW (laki-laki) 10 tahun.9 

Mereka menerima kedua anak tersebut dengan tujuan agar anak-anak 

tersebut tidak terlantar, anak-anak tersebut kelak seperti anak pada 

                                                           
8 Responden Pemberi, Wawancara: pada tanggal 19 Febuari 2021 
9Responden Penerima, Wawancara: pada tanggal 20 Febuari 2021 
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umumnya, dan menerima anak dan pengasuhannya dianggap oleh 

mereka sebagai ibadah. 

Orang tua kandung FS memberikan FS kepada mereka sejak FS 

berusia 11 hari. Sedangkan orang tua kandung YW memberikan YW 

kepada mereka ketika YW berusia 7 hari. Kedua orang tua yang 

berbeda tersebut memberikan anak dan pengasuhannya tanpa adanya 

tata cara, syarat pengangkatan anak, perjanjian tertulis maupun lisan, 

dan tanpa batasan waktu.  

Keluarga penerima berusaha semaksimal mungkin untuk 

menjalankan dan memenuhi kewajiban sebagai orang tua yang 

menginginkan anak-anaknya seperti anak-anak pada umunya termasuk 

mendapatkan Akta kelahiran dan terdaftar di Kartu Keluarga terdaftar 

sebagai anak 2 (kedua) dan 3 (ketiga) dengan tujuan agar suatu saat 

ketika anak-anak telah mengetahui bahwa mereka masih mempunyai 

orang tua kandung, mereka tidak akan menganggap keluarga penerima 

sebagai orang lain melainkan tetap orang tua yang selalu menyayangi 

mereka dengan sepenuh hati karena sampai usia FS 23 tahun dan YW 

10 tahun mereka tidak mengetahui bahwa mereka memiliki orang tua 

kandung. Orang tua kandung FS sejak hari pertama FS diberikan 

kepada keluarga penerima mereka tidak memberikan nafkah dan 

menanyakan kabar anaknya. Dan menurut keluarga penerima, orang 

tua kandung FS tidak akan menanyakan kabar anaknya dan tidak akan 

mengambil kembali FS untuk diasuh kembali karena orang tua 

kandung FS berada di Sulawesi. Sedangkan orang tua kandung YW 

masih memberikan sedikit rezeki nafkah dan masih menanyakan dan 

mengunjungi YW karena orang tua kandung YW berada di Kecamatan 

yang sama yaitu Parang namun berbeda desa namun tidak mengaku 

sebagai orang tuanya. 

Keluarga penerima mengatakan jika orang tua kandung FS dan 

YW datang untuk mengambil kembali anak dan pengasuhannya, maka 

mereka akan mengembalikan dengan syarat bahwa FS dan YW juga 
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meninginkan untuk diasuh orang tuanya masing-masing, dan orang tua 

kandung mereka benar-benar menyayangi, merawat, mendidiknya 

seperti apa yang dilakukan oleh keuarga penerima. 

4. Keluarga Penerima Kedua Sebagai Responden 

Keluarga penerima anak dan pengasuhannya dari orang lain yang 

kedua adalah pasangan suami istri yakni laki-laki yang berusia 52 

tahun bekerja sebagai perangkat desa dan tani. Beliau bertempat 

tinggal di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan yang memiliki 

istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) 

perempuan.  

Menurut keluarga penerima, beliau menerima anak dan 

pengasuhannya dari orang lain yang merupakan anak adik ipar istri.10 

Berawal dari istri mengatakan kepada beliau bahwa anak bernama R 

(Perempuan) yang berusia 14 (empat belas) bulan yang orang tuanya 

kurang beruntung secara ekonomu karena terlilit hutang yang akan 

ditinggal pergi ibunya ke luar negri untuk bekerja dan jika tidak ada 

yang merawat dan menjaga R maka akan dibuang meskipun ada 

ayahnya dikarenakan R merupakan anak yang berkebutuhan khusus.  

Melalui diskusi keluarga terlebih dahulu terutama anak-anak 

kandung beliau, maka mereka bersepakat untuk menerima R dan 

pengasuhannya selama orang tua kandung R pergi bekerja keluar 

negri. Mereka menerima R tanpa melalui tata cara, syarat 

pengangkatan anak, namun hanya perjanjian secara lisan bahwa batas 

waktu pengasuhan R sampai dengan orang tua R kembali ke Indonesia. 

Selama R diasuh oleh mereka, orang tua R tidak pernah menanyakan 

kabar,  dan memberikan sedikit nafkah untuk R. 

Ditahun 2017 lalu istri keluarga penerima wafat. Sebelum beliau 

wafat, beliau mengatakan pada keluarganya untuk mengembalika R 

kepada orang tua kandungnya karena orang tua R sudah kembali ke 

Indonesia. Setahun selepas mendiang istri wafat, keluarga penerima 

                                                           
10Responde Penerima, Wawancara: pada tanggal 20 Febuari 2021. 
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menyampaikan pesan Almarhummah istri kepada orang tua R untuk 

mengasuh kembali R namun ditolaknya. Orang tua kandung R 

mengatakan akan memberikan R kepada orang lain lagi atau bisa saja 

R dibuang. Melihat respon negatif orang tua kandung R maka keluarga 

penerima membawa R kembali pulang dengan mereka karena tidak 

tega dan keluarga penerima memutuskan untuk mengasuh R tanpa 

batas waktu atau selamanya. 

Keluarga penerima menyayangi dan menganggap R sebagai bagian 

dari keluarganya selayaknya anak dan saudara kandungnya. Mereka 

juga berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajibannya 

sebagai keluarga yang menginginkan R mendapatkan hak-haknya 

seperti anak-anak pada umumnya termasuk memasukan nama R dalam 

Kartu Keluarga meskipun didalam Kartu Keluarga tersebut tertera 

“Familly lain” karena Akta Kelahiran R sudah tertera nama orang tua 

kandungnya. Mereka mengatakan jika orang tua kandung R datang dan 

meminta kembali pengasuhan R maka akan dengan sangat berat 

mereka menolak mengingat respon negatif yang dilakukan orang tua 

kandungnya. Hati nurani mereka tidak akan mengembalikan R kepada 

orang tua kandungnya, namun jika orang tua kandungnya menuntut 

keluarga penerima dengan hukum maka akan memaksimalkan 

usahanya untuk mempertahankan R agar tetap dalam asuhan mereka. 

Mereka akan melakukan semua cara untuk kehidupan terbaik demi R 

dimasa sekarang hingga nanti dewasa.  

5. Informasi Perangkat Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan 

Bapak Suyono merupakan lurah di desa Sayutan Kecamatan 

Parang Magetan. Beliau menjabat sejak tahun 2020 sampai sekarang.11 

Menrut keterangan beliau, latar belakang warga desa yang beragam 

yang menyebabkan terjadinya pemberian hak asuh anak dari keluarga 

tidak mampu kepada orang lain yang dianggap mampu secara sosial 

dan ekonomi untuk menjamin kehidupan anak lebih baik dari 

                                                           
11Laporan Buku Profil Desa Sayutan Tahun 2019 
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sebelumnya. Faktor terkuat penyebab kebiasaan ini adalah ekonomi, 

anak yang terpaksa ditinggal orang tua bekerja baik diluar negri 

maupun diluar desa.12 

Beliau juga membenarkan jika keluarga pemberi yang pertama dan 

keluarga pemberi kedua adalah keluarga yang pengasuhan anaknya 

diberikan kepada orang lain yang dianggap mampu secara sosial dan 

ekonomi dalam menjamin kebutuhan anak. Dan juga benar bahwa, 

keluarga penerima pertama dan kedua merupakan orang lain yang 

menerima anak dan pengasuhannya dari keluarga tidak mampu karna 

dianggap mampu secara sosial dan ekonomi. 

Setiap tahun pasti ada masyarakat yang melakukan kebiasaan 

memberikan anak dikalangan keluarga tidak mampu kepada orang lain 

yang dianggap mampu untuk menjamin kehidupan yang lebih layak 

untuk anak tanpa melalui tata cara, syarat pengangkatan anak, dan 

perjanjian tertulis maupun lisan. Dan belum ada kasus perebutan 

kembali anak dan pengasuhannya hingga menempuh jalur hukum. 

 

                                                           
12Bapak Suyono, Wawancara: pada tanggal 22 Febuari 2021. 
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BAB IV 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES MEMBERIKAN ANAK 
DIKALANGAN KELUARGA TIDAK MAMPU DI DESA SAYUTAN 

KECAMATAN PARANG MAGETAN 

 

A. Analisis Proses Memberikan Anak Di Desa Sayutan Kecamatan Parang 

Magetan 

Keluarga adalah wadah pertama dan paling utama untuk anak. 

Maka dalam prosesnya orang tua tidak bisa lepas dari gaya pengasuhan 

yang diterapkan kepada anak-anaknya. Gaya pengasuhan yang dimaksud 

adalah cara untuk memperlakukan anak dalam lingkungan sehari-hari 

berupa perlakuan fisik maupun psikis berdasarkan cara-cara tertentu yang 

dilator belakangi dan dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang orang 

tua. Tetapi sampai hari ini masih terdapat budaya didalam masyarakat 

yang kurang menguntungkan untuk anak. Misalnya dalam praktik 

pengasuhan anak yang “berlindung” atas nama kebiasaan atau adat 

budaya.1 Selain faktor yang merugikan anak dengan menggunakan atas 

nama kebiasaan atau adat-budaya adalah ketika orang tua kandung merasa 

tidak mampu untuk menghidupi, menjamin tumbuh kembang dan 

kehidupan anaknya dikarenakan faktor sosial ekonomi dan kemiskinan 

sehingga dengan memberikan pengasuhan anak kepada orang lain yang 

dinggap mampu untuk menjamin kehidupan anak lebih baik. 

Pemberian anak dan pengasuhannya di desa Sayutan Kecamatan 

Parang Magetan merupakan sebuah proses yang menjadi suatu bagian 

sistem hukum kekeluargaan yang dilakukan keluarga tidak mampu kepada 

orang lain atas penguasaan dalam pengasuhan anak, sehingga orang lain 

tersebut dapat memenuhi kewajibannya dalam melakukan pengasuhan 

terhadap anak yang dilimpahkan terhadap dirinya. Orang lain yang 

dimaksut merupakan orang yang tidak memiliki hubungan darah namun 

dianggap mampu untuk menjamin tumbuh kembang dan kehidupan anak 

                                                           
1Bagong Suryanto, Masalah Sosial Anak Edisi Revisi,31. 
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sehingga hak-hak anak dapat terjamin. Memberikan anak dan 

pengasuhannya yang menjadi sorotan utama dari latar belakang keluarga 

tidak mampu yang tidak bisa menyanggupi dalam pengasuhan anaknya 

sendiri dikarenakan faktor sosial ekonomi orang tua. Juga cara mereka 

sebagai orang tua kandung dalam memberikan anak kepada orang lain 

yang hanya berdasarkan rasa percaya, dan tidak adanya perjanjian secara 

resmi tertulis. 

B. Analisis Yuridis Terhadap Proses Memberikan Anak Dikalangan 

Keluarga Tidak Mampu Di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan  

1. Pemberian anak dan pengasuhannya menurut Undang-undang Nomer “35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”.Berdasarkan “Pasal 1 ayat (1) 

Undang-undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak ialah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”, termasuk anak 

yang masih ada didalam kandungan.2 “Berdasarkan “Pasal 14 UU No.35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan” : “setiap anak 

berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau 

aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi 

kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”3 

Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, “pemisahan yang dimaksud 

dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang 

tuanya.” Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukum yang menyatakan 

bahwa pemegang “kuasa asuh” adalah orang lain maka tetap tidak ada 

alasan melarang orang tua kandung dalam bertemu dengan anaknya. 

Dalam praktik yang dilakukan masyarakat kalangan keluarga tidak 

mampu di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan merupakan suatu 

proses yang dapat sedikit membantu anak agar bahwa hak-hak anak 

terpenuhi dan terjamin. Seperti hak untuk hidup, sebab anak diberikan 

kepada orang lain yang dianggap leih mampu secara sosial ekonomi dan 

memberikan kasih sayang. Sehingga anak selanjutnya mendapatkan 

                                                           
2“UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. 
3“UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. 
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kehidupan dan pendidikan yang layak. Dua hal ini dapat dinilai untuk 

kepentingan anak bukan untuk orang tua kandungnya. Sebab dalam 

memberikan anak dan pengasuhannya ini orang tua kandung tidak 

mendapatkan imbalan atau ganti rugi dari anak atau orang lain tersebut, 

yang biasa disebut perdagangan anak. Selain alasan ekonomi yang 

dibenarkan dalam hukum jika mengacu pada “Pasal 14 UU No.35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak”, karena orang tua akan dianggap dapat 

menelantarkan anak yang diasuhnya tidak memperoleh hak-haknya 

sebagai anak. Alasan ini dianggap sah selama hal tersebut merupakan 

untuk kepentingan anak untuk anak dapat kehidupan yang layak. Namun 

didalam praktik tersebut ada hal tidak dibenarkan tentang “ alasan dan/ 

atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah 

demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, 

dan juga tentang menghilangkan hubungan anak dengan orang tua 

kandung”, anak yang diasuh oleh orang lain tersebut semestinya berhak 

tau siapa orang tua kandungnya walaupun orang tua kandung tidak pernah 

datang untuk menengok atau memberi nafkah anak. Yang menjadi 

keharusan dipenuhinya Hak-hak anak oleh orang tua sebagai wali atau 

pengasuhnya, diantaranya:  

1) Berhak untuk  hidup, tumbuh,  dan berpartisipasi serta mendapat 

perlindungan agar tidak terjadi kekerasan dan deskriminasi.  

2) Memiliki hak agar mendapatkan sebuah nama untuk identitas diri 

dan status kewarganegaraannya.  

3) Mendapat hak supaya dapat diasuh oleh orang tuanya sendiri.  

4) Memiliki hak supaya dapat beribadah menurut agamanya sendiri 

tanpa adanya diskriminasi.  

5) Memiliki hak agar  mendapatkan pelayanan  yang sesuai seperti, 

kesehatan dan jaminan social”.  

6) Memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran 

kepadanya. 
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7) Bagi seorang anak yang menyandang  gelar disabilitas juga meiliki 

hak belajar dalam pendidikan  luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial 

dan pemeliharaan taraf  kesejahteraan sosial, sedangkan bagi anak 

yang memiliki keunggulan juga mendapatkan pendidikan yang 

khusus.  

8) Memiliki hak mengeluarkan pendapatnya dan didengar 

pernyataannya . 

9) Hak agar dapat diberikan berisitirahat dan memanfaatkan waktu 

luang yang diberikan.  

10)  Terhadap seorang anak yang berada dalam pengasuhan orang 

tuanya atau/wali, berhak memperoleh  perlindungan dari perlakuan: 

a) Diskriminasi  

b) Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual 

c) Penelantaran 

d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan 

e) Ketidakadilan 

f) Perlakuan salah lainnya” 

11) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari: 

a) Penyalahgunaan atau pelanggaran dalam kegiatan hidup 

politik. 

b) Telibatnya dalam sengketa angkat senjata. 

c) Terlibatnya dalam komplik / kerusuhan social. 

d) Terlibatnya dalam kejadian yang mengandung unusr-

unsurkekerasan didalamnya. 

e) “Pelibatan dalam dunia peperangan” 

12) Hak untuk mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum  

13) setiap anak yang  telah dirampas kebebasannya maka ia berhak 

untuk:  

a) Memiliki perlakuan secara manusiawi dan. penempatannya 

dipisahkan dari orang dewasa 
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b) Memperoleh dan mendapatkan bantuan hukum atau bantuan 

lainnya secara baik dan efektif dalam setiap tahapan upaya 

hukum yang berlaku dan tidak ada diskriminasi. 

c) Membela dirinya sendiri untuk  memperoleh keadilan 

didepan Pengadilan Anak yang objectif dan tidak memihak 

dalam siding tertutp untuk umum”. 

14) Setiap anak yang menjadi sasaran  korban atau pelaku kekerasan 

seksual yang sampai berhadapan dengan hukum berhak 

dirahasiakan kejadiannya.  

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 

memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya.  

Selama hak-hak diatas dapat diterima oleh anak dari orang tua 

asuhnya, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang 

yang berlaku. Anak boleh tidak diasuh oleh orang tua kandunganya, 

selama hak-hak anak dapat terpenuhi dan anak mengetahui orang tua 

kandugnya hal tersebut merupkakan bagian peling penting dalam 

kehidupan anak. 

2. Memberikan anak dan pengasuhannya menurut “Kompilasi Hukum Islam” 

Pengasuhan anak didalam tinjauan fikh disebut Hadhanah yang 

mengandung makna mendidik dan merawat anak yang belum mumayiz.  

Alasan substansi dari merawat dan mendidik adalah karena anak belum 

atau tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Para ulama fikh menyatakan 

wajib hukumnya untuk merawat dan mendidik, namun berbeda pendapat 

didalam persoalan hak. Hadhanah atau biasa disebut hak asuh anak 

merupakan kewajiban orang tua sesuai yang tertuang dalam Kompilasi 

Hukum Islam. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98-106 tentang pemeliharaan 

anak, perlindungan terhadap anak mencakup:4 

                                                           
4Pasal 98-106 Kompilasi Hukum Islam 
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1) Hak untuk hidup, hak disini saat anak dipasrakhakan untuk diurus 

orang lain yang lebih mampu secara ekonomi daripada orang tua 

kandungnya, menunjukan bahwa hal yang dilakukan tersebut 

memiliki tujuan agar anak bisa mempunyai kehidupan yang layak 

seperti anak-anak lainnya. 

2) Hak untuk mengetahui nasab, dari praktik yang dilakukan 

masyarakat desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan bahwa anak 

tidak diberitahukan mengenai siapa orang tua kandungnya secara 

teori bertentangan. Namun jika melihat pada kemaslahatan dan 

kebaikan anak bahwa hal tersebut dilakukan agar anak tidak 

memiliki tekanan dan beban fikiran sehingg anak mendapat 

merasakan kehidupan yang layak. 

3) Hak penyusuan, hak ini merupakan hak semua anak setelah 

dilahirkan karena merupakan kewajiban seorang ibu untuk merawat 

dan memberikan pelayanan terbaik bagi anak seperti menyusui. 

Namun terlepas dari itu seorang ibu kandung yang memberikan 

anaknya untuk diasuh oleh orang lain lebih mementingkan hak-hak 

lainnya untuk anak yang jauh lebih penting dari penyusuan. Sebab 

ibu tetap bisa menyusui anak saat menjenguk anak. 

4) Hak perawtan, hak perawtan ini sangat erat kaitannya dengan 

kondisi ekonomi keluarga. Dan didalam praktik kebiasaan 

masyarakat desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan Parang yang 

memberikan anaknya kepada orang lain yang lebih mampu dalam 

sosial ekonomi karena alasan orang tua kandung yaitu takut tidak 

dapat merawat anaknya. 

5) Hak pengasuhan, merupakan salah suatu kewenangan untuk 

memelihara dan mendidik anak yang masih kecil yang belum bisa 

memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehingga karena pengasuhan ini 

untuk memelihara anak maka praktik yang dilakukan oleh keluarga 
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tidak mampu di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan sejalan 

dengan beberapa aspek yang terdapat dalam KHI.5 

Pemberian anak yang dilakukan masyarakat Desa Sayutan 

Kecamatan Parang Magetan sudah benar yaitu dengan alasan untuk 

kesejahteraan anaknya dikarenakan orang tua kandung tak mampu 

memenuhi segala hak-hak anak yang harus diperoleh seorang anak, 

namun segala proses pemberian anak yang dilakukan oleh pelaku 

tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) pada pasal 171 huruf  h menyebutkan : Anak angkat adalah anak 

yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya 

pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawab dari orang tua 

kandungnya kepada orang tua yang akan mengangkat anak tersebut 

melalui putusan pengadilan. 

 Merujuk pada KHI pasal 171, kebiasaan yang dilakukan 

masyarakat Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan yaitu 

memberikan anak kepada orang lain tanpa adanya proses dari 

pengadilan yang berlaku hanya menggunakan rasa saling percaya 

dikhawatirkan akan membuat hak-hak anak tidak terpenuhi dikarenakan 

tidak adanya hukum yang saha yang akan melindungi anak yang 

diangkat tersebut. 

 Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98-106 Bab XIV tentang 

Pemeliharaan Anak, perlindungan terhadap hak anak mencakup : 

Memiliki hak untuk hidup, hak mengetahui nasabnya, hak untuk 

mendapatkan penyusuan, hak perawatan, dan hak pengasuhan. 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

kebiasaan yang dilakukan keluarga tidak mampu di Desa Sayutan 

Kecamatan Parang Magetan, jika dilihat dari Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 98-106 masyarakat tersebut telah melakukan kebiasaan yang tidak 

                                                           
5Kompilasi Hukum Islam 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

71 
 

 
 

sesuai dalam pasal diatas yang termuat pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) 

yaitu, hak anak untuk mengetahui nasabnya sendiri dan hak anak untuk 

mendapatkan penyusuan. 
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BAB V   

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang telah 

dipaparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Proses memberikan anak di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan 

telah menjadi suatu bagian dari peristiwa hukum dan sistem hukum 

kekeluargaan yang dimana permasalahan ini merupakan pemberian 

anak dari orang tua kandung yang merasa tidak mampu menjamin 

kehidupan anak sehingga anak diberikan kepada orang lain yang tidak 

ada hubungan darah dengan anak namun dianggap oleh orang tua 

kandung mampu secara sosial ekonomi dalam menjamin kehidupan 

yang layak dan hak-hak untuk anak. 

2. Dalam praktik memberikan anak di desa Sayutan Kecamatan Parang 

Magetan merupakan proses yang dilakukan oleh orang tua kandung 

untuk menjamin bahwa hak-hak anak terpenuhi. Sebab setelah anak itu 

diserahkan kepada orang lain yang dalam hal orang tua kandung 

menganggap mampu secara sosial dan ekonomi sehingga kedepannya 

anak mendapatkan kehidupan yang lebih layak namun dalam proses itu 

tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu pada Pasal 14 ayat 

(1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa: 

setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada 

alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan 

anak demi kepentingan terbaik untuk anak dan merupakan 

pertimbangan terakhir. Karena dalam proses tersebut tidak ada aturan 

hukum yang sah yang menunjukan pemisahan untuk kepentingan anak 

dan anak tidak mengetahui bahwa ia memiliki orang tua kandung, 

Demikian juga yang termuat didalam KHI pada Pasal 171 bahwa 

setiap pemberian anak harus dilakukan dan diputuskan oleh pengadilan 

dan Pasal 98-106 poin 2 (dua) dan 3 (tiga) yaitu, hak anak untuk 
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mengetahui nasabnya sendiri dan hak anak untuk mendapatkan 

penyusuan. 

B. Saran  

1. Kepada perangkat dan pemerintahan desa untuk lebih memperhatikan 

keadaan dan kondisi masyarakat yang terjadi saat ini. Perangkat dan 

pemerintahan desa juga diharapkan untuk lebih giat dalam 

mensosialiasikan progam Keluarga Berencana (KB) untuk 

meminimalisir terjadinya pemberian hak asuh seorang anak dari orang 

tua kandungnya kepada orang lain. 

2. Kepada seluruh keluarga yang ada di desa Sayutan agar lebih 

menyadari kewajibannya sebagai orang tua. Mengetahui tanggung 

jawab kepada anak dan hak-hak anak yang harus diberikan oleh orang 

tua kandung terhadap anak untuk mengurangi dan menghilangkan 

kebiasaan buruk berupa penelantaran hak-hak anak oleh orang tua 

kandungnya dan bekerjasama dengan perangkat dan pemerintahan 

desa untuk dapat merealisasikan progam-progam pemerintah.
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